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ABSTRAK

Nama : Koeni Pudyastuti
Program Studi o Akuntansi Pemesintahan
Judut : Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam Penerapan Sistern Akuntansi Instansi
Pada Direktorai Jenderal Mandikdasmen
Tingkat Eselon-1

Tesis ini bertujuan membahas tentang persiapan, pelaksanaan peoyusunen,
dan hambatan yeng terindi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat
Jepderal Manajemen Pendidikan Dasar den Mencagah sebagai Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-EL) yaitu salah satu entitay
akuntansi  di  bawah Kementerian Negara/Lembaga vang  berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawsban peluksanaan anggaran
dengan menyusun laposan kevangan beorupa Realisasi Anggaran dan Neraca
disertat Cafatan atas Laporan Kevangan tingkat Eselon-1. Penelitian int adalah
penelitian dengan pendekatan deskriptif knalitatif. Hasil penelitian ini diharapkan
agar Direktorat Jonderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai
Unit Akuntangi Pembantu Penggusz Anggaran  Eselon-1(UAPPA-E1dapat
dengan lehih transpamssi don akuatabel dalam menyusen don menyampaikan
laporan kevangan Eselon ] berupa Laporan Realisasi Anggaran, Nersca dan
Catatan atas Laporan Keuangan sehagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang
baik {good governanve).

Kata kuncl:
Laporan Keuangan dan goad governance.
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ABSTRACT

Name : Koeni Pudyastuti
Stody Program : Accountancy Government
Title : Evaluation of Compilation of Financial

Statement In  Applying of Instimtion
Accounting System At Directorate General
Mandikdasmen Level of Eselon-1.

This thesis abm o sty about preparation, execution of compilation, and
resistance  happened in compilation ¢f Financisl statement at Management
Directorate General of Elomentary Bducation and Menengah as Unit Akuntansi
Pembaniu Pengguna Anggaran Eselon-1{IJAPPA-E!) that is one of accountancy
entity below (under Kemenferian Negara/Lembaga which s obliged fo carry out
accountancy and execution responsibility of budget by compiling fAnancial
statement in the form of Realisasi Anggaran and Neraca Is accompanied by Note
to Financial statement Jevel of Eselon-1. This research is research with qualitative
descriptive approach. Result of this research expected that Management
Directorate General of Elementary Educalion and Menengah as Unit Akuntansi
Pombantu Pengguna Anggaman Bselon-1{UAPPA-EL} with interest transparency
and akuntabel in compiling and submils financial stsfement Hselon 1 in the form
of laporan Realisasi Anggaran, Balance and Note to Financial statement as
commended in amanging good management { pood governance).

Keyword:
Financial statement and good governance.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mendukung terlaksananya Laporan Kevangan yang memenuhi
prinsip priesip good public governance maka penilaian kinerja kevangan, harus
didasarkan pada dala keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip
akuntansi keonangan vang berlaku uiman, Laporan ini merupakan datfa yang paling
omurn yang tersedia untuk juan tersebut, walsupun seringkall tdak mewakili
hasil dan kondisi ekosomiSecara umum Pegawai Negeri adalah Sumber Daya
Manusia (SDM),yang merupakan asset negarsuntuk  menjalankan  roda
pemerintahan.Sejalan dengan terus berkembangnya wknology, maka komputer
merupakan sarana penunjang yang penting bagi pegawsai untuk menyelesaikan
tugasnya. Dircktorat fenderal Mansiemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalamn
rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manustanys berusaha melakukan
Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Dana Dekonsentrasi baik di Pusat maupun
di Daersh agar dapst menupjang tercapainnya tufuanMulai tahun 2003
pemerintzh telah melakukan reformast di bidang kevangan yang ditandai dengan
berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kevangan Negara dan
UU Nomorl tshun 2004 tentang perbendabaraan ncgara dengan harapan
Pengelolaan Keuangan negara Isbih efesien dan cofekiif serta tercapainva
transparanst dalam pengelolasn keuangan yang menghendaki setiap transaksd
kevangan ditampilkan secars uiuh dalam dokvmen anggaran dan setiap kredit
anggaran yang disediskan tering secara jelas peruntukannya.Salah satu perubahan
yang terjadi adalah penyajian mekanisme pelaporan kevangan yang transparan
dan dapat diandalkan.Jika pada awalnya penyajian laporan dilakukan secara
manual saat ini penyusunan dan penyaiian laporan dilakukan dan diproses dengan
menggunakan aphikazi.

Sesuai dengan Kerangks Konseptual Akuntensi Pemerintzhan, asumsi
dasar dalam pelaporan kevangan di lingkungan pemerintsh adelah terdini dan:
asumisi kemandivian eatitas,asumsi kesinambungan entites dan asumsi keterukuran

dalam satuan veng {monetary measurement) Asumsi kemandivian enfifas berarti

{iniversitas Indonesia
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bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit vang mandiri dan mempunyai
kewadiban unfuk menysiikan laporan kewangan sehingga tidak terjadi kekacavan
antar unit instansi pemerintzh dalam pelaporan keuangan. Salsh satu indikasi
terpenuhinya ssumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk mesyusun
anggaran  dan melaksanakannya dengan fenggung jawab penuh.  PBnotitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daye di luar neraca untuk
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknys, lermasuk atas kehilangan steukerngsaken
aset dun sumber daya dimaksud, utang-piutang vang terjadi zkibat keputusan
entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan,

Perubshan vang relatif baru sehubungan dengan pelaksansan gkuntansi
dan pelaporan kevangan adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangon
Nomer 91/PME 052007 tentang Bagan Akun Standar dan Peraturan Menten
Keuangan Nomor No. 171/PMEK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Kenangan Kementerian Negara/Lembaga yang memberikan efek yang substangial
bagi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan kevangan, Perubahan sistem akuntansi
dan pelaporan kevanpgan melalni kedua PMK terscbut di atas, menyangkuot
pengungkapan pokok-pokok dari PMK yang mengatr BMN, dan bal lainnya
yang terkail dengan pelaksanaan akuntansi di kementerian negara/lembaga dan
Kantor Pelayanan Perbendaharsan WNegara (KPEN).Sesusi dengan PMK
F7UPMK 0542007, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dibedakan menjadi
Sistem Akuntansi Instansi (SAT} dan Sistem Akuntansi Bendahara Ursum Negara
{(SABUN). Keduaz sistem tersebut sama-sama meonghasitkan nerascs, yang
dibedakan meniadt Neraca Komenterian Negara/Lembaga (K7L) dan Neraca Kas
{hmum Negara,

Untuk mengekomodasikan Pelaksansan UU No. 17 Tabun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Porbendabarsan Negars, dan
U] Nomor 13 wshun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawsb
Kenanpan Negara, pemerintah telah menyssun SAT yang <irancang sesual
Peramuran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PME06/2005
tanggal 20 Juli 2005, tentang Sistn Akuntansi dan Pelaporan Keuvangan
Pemerintah Pusat, bahwa : Direktorat Jenderal Manajemen Fendidikan Dasar dan

Menengah bertugas sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
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Eselon I, vang selanjuinya dizebut UAPPA-EIL, azdalah unit gkuntansi instansi
yang melakukan kegiatan penggsbungan laporan, baik kevangan maupun barang
selurule UAPPA-W vang berada diwilayah kerjanya serta UAKPA vang langsung
herada dibawahnya.

UAKPA dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran dan
neraca setiap bulan, laporan kewangan semesteran dan tahunan berupa laporan
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan beserta ADK ke
UAPPA-W Menteri/Pimpinan  Lembaga sebagai Pengguna  Anggaran/Barang
mempunyai fugas antara Jain menyusan dan menyampaikan laporan kevangan
Kementerian Negara/Lembapa vang dipimpinaya. Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dassr dan Menengah sehagal Penanggungjawab UAPPA Eselon |
adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga vang
berkewajiban menyclenggaraken akunfansi dan pertanggungiawaban pelaksanaan
anggaran dengan menvusun laporan kevangan berups Realisasi Anggaran, dan
Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuaegan tingkat Eselon 1,

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul untuk
Tesis ini tentang"Evaluasi Penyusunan Laporan Kevangan dalam Penerapan
Sistem Akuntansi Instansi Pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen tingkat

Eselon-17%,

L.2. Permasalahan Penelitian
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka beberapa hal vang akan
dibahas dalam penulisan karya akhir ini adalah :

I. Seiauhmana Penyusunan Laporan Keuangas dalam Penerapan Slstem
Akuntansi Instapsi Ditjen Mandikdasmen telah sesuai dengen Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 pengganti Peraturan Menteri
Kenangan Republik Indonesia Nomor S9/PMK.G6/2005 tentang Sistim
Akuntansi dan Pelaporan Xevangan Pemerintah Pusat dan  Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Hambatan dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyusunan Laporan
Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen
Satker Pusat?
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2. Hambatan dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyusunan Laporan

1.3.

1.4.

1.5

Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen
Satker daerah?

Pembatasan Masalah

. Dalam Karya Tulis Akhir,titik awal pembahasan adalah kepada Laporan

Realisasi Anggaran (LRA} dan Neraca,yang selanjutnya dikaitkan dengan
keperluan penyusunan CaLK,

. Gambaran kinerja keuangan yang dimaksud dalam Karya

Akhir,merupakan penerapan dari Basis Cash Toward Accrual sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundangan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujean untuk mengetahui:

. Menilai sejauhmana Penyusunan Laporan Keuangan dalam Penerapan

Sistem Akuntansi Instansi Ditjen Mandikdasmen telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Kevangan Nomor.171/PMK.05/2007 pengganti
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005
tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

. Menilai hambatan dan kendala apa yang terjadi dalam proses penyusunan

Laporan Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat

Manajemen Satker Pusat.

. Menilai hambatan dan kendala apa yang tefjadi dalam proses penyusunan

Laporan Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat

Manajemen Satker daerah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Dircktorat Jenderal Mandikdasmen, diharapkan dapat
memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk

meningkatkan kualitas laporan kevangan dimasa yang akan datang.
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L6

L7.

2. Bagi penulisdiharapken dapat mengenal dan memabami pendekatan
vang digunakan dalam meningkatkan kuslitas Penyesunan Laporanp
Keuangan dalam perierapan Sistem Akuntansi Instansi pada Direktorat
Jenderal Mandikdasmen tingkat Eselon-1 sehingga seswal dengan
Standar Akuntans: Pemerintaban (SAP) .

3. Bagi Pembaca diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan
informasi vang dapat digunakan scbagal reftrenst ontuk penelitian

selanjutnya.

Metode Penclitian

1. Deskripfif Kualtaif
Penelitian int dilakukan dengan cara membuat deskring permasalahan
vang telsh diindentifikas dan borusshs meniclaskan obyek yang
diteliti dari sudut pandang peneliti dengan menggunakan data yang
berhubungan.

2. Perelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian  dilaksanakan  dengan wawancara (Tanya jawab),
pengamatan  langsung  terhadap  pelaksansan dan hasil kegiatan
pelaksanaan serta mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas.

3. Penclitian Kepustakaan
Penelitian Kepusiakaan dilakukan dengan cara membaca dan
mempelajari buku-buky, majalah, surat kabar, literatur-literatur yang
berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karyz akhir ini terdiri atas 5 (lima) bab dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI :Pendahuluan berist  penielasan  mengenai  lalar  belakang
masalah permasalahan penelitian pembatasan maselah, tufvan dan manfaat

penelitian metode penelitian dan sistematika ponolisan,
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BAB II'Landasan Teori berisikan pengertiantujuan manfaat unsurfjenis
Laporan Keuangan Laporan Akuntabilitas Kineria,Pengertian
CalX, pengertian Sistern Akuntansi dan peratugan perundangan terikais
dengan sistem akuntansi dun pelaporan keuangan,

BAB IiI:Metodologi Penclitian dan Objek Penelitian  menyajikan
metodologl penelitian yang diganakan dan informasi berkenasn dengan
Profile, Visi Misi,Struktor Organisasi, Tupoksi  dan Laporan Keuangan
Ditjen Mandikdasmen tabun 2007,

BAB IV :Analisis dan Pembahasan berisi analisis perbandingan antara
teori dan  temuan, Jika teori lebih baik maka disarankan untuk
menggunakan seperti dalam teort atau sebalilmya , sehingga bab IV
mengandung penjelasan-penjelasan masalah yang dapat diterapkan dalam.
Penyusunan Laporan Kevangan dalam penerapan Sistem  Akuntansi
Instansi pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen tingkat Eselon-l
schingga sesvai dengan Standar Akuntansi Pomerintaban (SAP)

BAR V Kesimpulan den Saran berisikan kesimpulan yang dipercieh dan
hasi} analisis pembahasan pada bab IV dan menyampaikan saran-saran
vang diharapkan dapat meningkatkan kinega Duekiorat  Jenderal
Mandikdasmen  dalam  meningkatken kuslitas Peonyusunan Laporan
Keuangan dalam penerapan Sistem Akuntansi Instanst schinggs sesual
dengan Standar Akuntansi Pemerintaban (SAP).
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BAB 1l
LANDASAN TEORI

21 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupskan bentuk pertanggungjawaban atas sumber
daya ckonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan
harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berleku agar laporan keuangan
tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnva atau
dibardingkan dengan laporan kouangan entitas vang lain

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa agar lsporan keuangan dapat
lehih berdaya guna, dapat dimengenii dan dapat dipertimbangkan serfa fidak
menyesatkan, perlu ditetapkan suatu kerangka dasar konsep dan prinsip akuniangi
yang lazim {Generally decepted Accounting Principles) yang digunakan schagai
pedoman uniuk menviagkan laporan keuangan Taopa adanya suatu standar,
propest akuntansi yang penuh dengan lerjadinya babaya penyimpangan, salah
penafsiran, kefidak lepatsn, akan mengakibatkan pars akuntan dan psrusahaan
harus mengembangkan teort dan prosedur prakteknya sendiri. Situasi ini akan
mengharuskan para pembaca laporan dani setiap perusahaan tertentu, Hal ini
berakibat japoran keuangan kehilangan daya bendingnya, scbagai sumber
informasi untuk kemajuan masa depan. Untuk mengatasi bahaya inilah, profesi
akuntansi telah mengesahkan suatu perangkat standar dan prosedur wmum yang
disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Laporan  keuangan disajikan kepada para stakeholder (pemangku
kepentingany bukan  untuk  mempersulit  dan membingnngkan
pembacanya melaipkan untuk membantu mereka dalam mengambil Keputusan
sosialpobitik  dan ekomomi sehingge keputusan vang diambil zkan lebih
terkualitas dan fepat menpenat sasaran. Laporan kevangan yang dipublikasikan
dajam media massa sama seperfi berita Jainnya mempakan informasi yang sangat
berguna  dan mudah dicerna. Sehingga laporan keuangau bukan safu-sstunya
suraber  informasi  vang dapat dijadikan  desar dalam pengembilan
keputusan. Terdapat informasi selain informast akuniansi yang jugas sangal
membantu, mizalnys laporan statistik proyeksi prospektus dan lain-lain Berikut ind
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akan dibicarakan secsrs lebih mendalam mengenai . pengertian laporan

kenangan, tujuan dan manfaat Japoran kevangan dan unsurfjenis laporan kevangan.

2.1.31  Pengertian Laporan Kenangan

Pengertian dari laporan kevangan dapat ditemuokan dan berbagal macam
referensi dibawsah ind,

Pengertian Laporan Keuanpan menurut Pemyatsan Standar Akuntansi
Keuangan (FSAK) Nomor 1 (Revisi 1998} pada pamgral 7 terbitan Ikatan
Akuntan Indonesia {JAl} menyataken bashwa Laporan Keuvangan merupakan
bagian dari proses pelaporan keusngand aporan Keuangan vang lengkap terdin
dari komponen-kemponen berikuts 8) neraca; b) laporan labzrugic) lapomn
perubahan ckuiiss; d) laporan arus kas; dan ejcatatan atas lapoman kevangan.

Menurut  Kieso,Weypandt, Warfield dalam bukunya Intermediate
Accoanting(1 1 edition) yaik: :

“Report that measures the succes of enierprise aperations for a given peviod of
time, '(Kieso, Weygant)

Sedangkan menurut International Federation of Accountants, 2007 dalam
bukunya International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalab
“Structured Representation of the financial position of and the transaction under
taken by eniity. "{IPS4S)

Menurut Sawir A(2001) laporan kevangan adalah media yang dapat
dipakai unluk mencliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdin dant a)noraca;
biperhitungan laba rugi; ¢)ikhiisar laba ditaban; dan ¢) laporan posisi keuangan,

Namun memurat  Hamanto{1984) mendefinistkan laporan keuangan
merupakan hasil dari proses akunfans), yang meliputi ajneraca; biperhitungan rug
laba ;) Taba vang ditahan.;d} laporan perubahban posisi kevangan serta d) catatan
atas laporan keuangan..

Sedangkan menurut Sofyan Syafri{1997) laporan keuangan berisi hal-hal
sebagai berikut
a) Daftar neraca yang menggambarkan posisi kevangan perusehaan pada satu

tanggal testentu .Neraca menggambarkan posisi barta,utang dan modal pada
tanggal tertenty,
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b} Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumiah hasil,biayalaba/migi
perusahaan pada suatu periode tertentu Laba rugi menggambarkan hasil yang
diterima perusahaayn selama suatn periode tertentu serta biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk memdapatkan hasil terscbut serta labanya,

¢} Lapomn dan sumber penggunasn depa.Di sini dimuat sumber dana dan
pengeluaran perusahaan sclama satu periode Dana bisa diartikan kas bisa
juga modal kerja.

d} Laporan Arus Kas.

Laporan ini merupakan Ikhtisar Arus Kas masuk dan Arus Kas keluar yang

dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-kelempok kegiatan operasi
kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan,

Menurut Munawir (2000) mengatakan bahwa pada dasamya laporan
keuangan adalah hasil dari proses akuntansi vang dapat digunakan sebagai alat
uniuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan
depgan pihak-pihak vang berkepentingan dengan atau aktivitas perusahaan
tersebut,

Sedangkan menurut Iodra Bastian (2007) bahwa Leporan Keusngan
adalah hasil alchir dari proses akuntansi sebagai hasil akhir dari proses skuntansi
Japoran keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputpsan oleh berbagal pibek vang berkepentingan Laporan  Keuangan
menggambarkan pencapaian kinerja dard aprogram dan kegiatan;bikemajuan
realitas dan pencapaian targel pendapatan ; ¢} penyerapan belanja; dan d)
pembiayaan,

Dari kutipan di atas penulis menarik suat: kesimpulan bahwa Laporan
Keuangan vang lengkap terdiri dari komponco-komponen berkui: a} nerags; b}
laporan laba-mugi;c} lapomn perubaban ekuitas; d} laporan arus kas; dan cjoatatan
atas laporan keuangan (PSAK | paragraf 07).

2.1.2 Tujuans dao Maafast Laporan Keuangan
2.1.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menunut berbagsi sumber dapat kita lihat

penjelasan dibawah ini.
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Priosip Akuntansi Indonesia (1984} menystakan bshwa mjuen laporan

kevangan ity adalah :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai akiiva
dan kewajiban serta modal suatu perusahaan,

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan
dalam aktiva netto{aktiva dikurangl kewajiban svatu perusashaan yang timbul
dari kegiatan usaha dalam mngka memperoleh Iaba.

3. Untok membenkan informasi kevangan yang dapat membanta para pemakai
laporan kevangan di dalam menaksis potensi perusahaan dalam menghasitkan
laba.

4, Untuk memberikan informesi penting lainnya mengenai perubahan dalam
aktiva dan kewaiiban suaty perusahesnseperti nformast mongenal altivitas
pembiayaan dan investasi.

5. Untuk mengungkapkan sgisub mungkin informasi lain yang berhubungan

dengan laporan kevangan yang relevan untuk kebutuban pemakai laporan
seperti infonmasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianui penigabzan.
AFPB Statemen Nomor 4 (AICPA) mengpambarkan tujuan laporan

keuangan dengan membaginys menjadi dua yaita

1. Tujuan umum
“Menyafikan laporas posisi Rewangan hasil usaha dan perubshon posisi

kevangen secara wafor sesuai prinsip akuntansi yang diterima.

2. Tujuan Khusus
"Memberikan infermast tentang kekayoun kewafiban, kekayaan
bersih proyeksi laba perubshan kekayaan dan kewgjiban serta informasi

lainnya yang refevan, ~

Menurut Financial Accounting Standars Board (FASB) dalam Siatement of
Financial Accounting Concept Nomor | merumuskan tujuan laporan
keuangan adalah sebagai berikut ;

a. "The first objective of financial reporting is to provide information that is

wsefil in making business and econowric decisions Users of financial
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information are devided into imernal and externnl groups.internal users
fnciude managemeni and directors of business emierprise.External users
include both individuols who have or intend to huve o diveci economic
interest in husiness and those whe have an indirgct  infgrest. These users
include owners, lenders,  suppliers. potential tavestors and credifors,
employees, customers, Financialanalysisandadvisors, brokers, underwriters, sto
ckexchanges, fawyers, economicsts, taxingauthorities regulatoryanthorities,leg
islators,financial  press and  reporiing  agencies, [laborunions, ‘trode
assaciations, business researchers, teachers, students and the public.

b. The sevond objeciive of finuncial reperting iz fo provide wnderstandable
information tut will aid brvestors and creditors in predicting the future cash
Jlows of the firm. Investors and creditors want information abaut cash flows
becouse the expeetation gf cash flows affects e firm’s ability fo pay interst
and dividends,which in lurn affects the market price of that firm's stock and
bonds.

¢. The third objective of financial reporting is to provide information relative t0
an emlerpries’s economic resources,the cladms o the resources (obligations}
and the gffects of transactions,events an circumstances that change resources

and claims 10 the resources "(GAAP,2002:21-22).

Tujuan Laporan Kevangan menung PSAK Nomor | paragraf 12 adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan Kinerja seria perubaban
posisi kenangan sualu perusabiaan vang bermantaat bagi sejinniah besar pengguna
dalarm pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar penpgunaNamun demikiap laporan keuangsp tidak
menyediskan semua informagt vang mungkin dibutshkan pengguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dari kejadian di mase lalu dan fidak diwajibkan untuk menyediakan
informasi nonkevangan (PSAK Nomor 1 paragraf 13)

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah  dilakukan

manajemen{stewardship) atau perfanggung jawaban manajemen atas swnber daya
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yang dipercayakan kepadanys Penggune vang ingin menilai apa yeng telab
dilakukan atau perfanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mescka
dapat membuat keputusan ekonomikeputusan ini mencakup,misalnya keputusan
untuk menahan atau menjual mvestast mereks dalam perusshaan atsu keputusan
unfuk mengangkat kemball atau mengganti manajemen (PSAK No | pamagmaf 14).
Demikianlah  bsberaps  pendapat  teatang  fujuen  laporan
keyangan. Tampaknya saling berboda totapd justru saling roengist dan semuanys
menggambarkan twjuan yang akan dicapai svat laporan keuangan.

2.1.2.2 Manfaat Laporan Kevangan
Manfaat laporan keuangan seperti vang dimuat dalarmn Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajtan Laporan Eevapgan{PSAK Nomor | paragraf 12)
adalzh mempunya! (ujuan memberikan informasi yang menyangkut posisi
kevangan,kinerja serta perubaban posisi keuwangan svatu  perusahaan  yang
bermanfaat bagi sejurnlah besar pengguna dalam  pengambilan  keputusan
ekonomi.Manfaat yang besar bagi sgjumlah besar pemakai tidak diartikan bahwa
laporan keuvangan akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk
mengambil keputusan ekonomi karena pada dasarnya menggambarkan pengaruh
keuangen dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan
informasi non keuangan.
Menuriit Simangunsong (2003) dalam bukunya Dasar-Dasor Aknntansi
Kenangan babwa laporan kenangan bermanfaat teratama bag
a. Pemilik Perusahaan ;
Untak pemilik pemsshaan  laporan laba-rugl sangat bergusa untuk
mengetahui
- besarnya pendapatan;
- besamyas beban usaha;
- besarnya laba/rugi {selisih pendapatan) dengan beban usaha.
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Informasi tersebut bagi pemilik perusahaan adalah sangat perlu untuk
keperluan :

- Meningkatkan efisiensi pada masa-masa yang akan datang dengan
meningkatkan penghasilan pada masa yang akan datang dan
mengurangi beban usaha pada masa yang akan datang.

- Menyusun strategi pada masa yang akan datang

- Sedang laporan neraca sangat berguna bagi pemilik perusahaan untuk :

- mengetahui nilai harta,hutang dan modal pada saat
tertentu
- mengetahui perkembangan dengan membandingkan
neraca dalam periode atau lebih.
b. Petugas Pajak (Pemerintah)
Dasar untuk menetapkan besar kecilnya pajak perusahaan adalah laba/rugi
perusahaan.Untuk keperluan menetapkan pajak diperlukan laporan laba/rugi
yang benar dan tepat waktu.
¢. Pemberi Kredit (Bank)
Sebelum memutuskan apakah permohonan kredit dari suatu perusahaan
dikabulkan atau ditolak,pihak Bank harus lebih dahulu  mengetahut
kemampuan yang bersangkutan membayar angsuran pinjaman seria bunga
tepat pada waktunya. Mengetahui perkembangan perusahaan dari satu peride
ke periode berikutnya.Ini dapat diketahui dari laporan Neraca dan Rugi-Laba.
d. Bagi Masyarakat,
Dalam menginvestasikan modalnya masyarakat akan lebih dahulu
mengetahui :
- Kemungkinan hasil investasi yang akan diperoleh
- Perkembangan perusahaan
Ini semua dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan mulai sejak
pericde akuntansi berdirinya perusahaan sampai saat akan diadakannya
investasi ke dalam perusahaan tersebut.
Menurut kerangka konseptual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa

setiap entilas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
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yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suata periode pelaporan untuk kepentingan:
{n) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya seria pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.
(b) Manajemen

Membantu pare pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suain

entitag pelaporan dalam peviode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelotean den pengendalian atag seluruh aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat,
{¢} Transparansi

Meraberikon informasi keuangan vang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarekat memiliki hak uniuk mengetabui

secara ferbuka dan menveluruh atas perfanggungijawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketastannya pada
peraturan perundang- undangan,

() Kescimbangan Antargenerasi (Intergencerational egiitty)

Membantn para  pengguna dalam  mengetahui  kecukupan  pencrimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut,

Menurut kerangka konseptuat SAP informasi kaporan kevangan vang relevan
dapat dibubungkan dengan maksud penggunaannya. Inforrmasi yang relovan
adalah
{a) Mewmiliki manfaat umpan balik {feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untak menegaskan alsu mongoreksi

cksprkiasi mereka 4i masa lalu,

{b} Moemilild manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapal membantu
pengguna nntuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa

lala dan kejadian masa Kinl.
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{c} Tepat wakfu

Informasi disajikan tepat wakitu schingge dapat berpengaruh den berguma
dalam pengambilan keputusan.

(d} Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan seiengkap mungkin, yaitu
mencakup semua informasi akostansi yang dapat mempenganibi pengambilan
keputusan. Informasi yang molatarbelzkang] setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan diungkepkan dengan jelas agar kekeliruan
dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan secara spesifik,manfaat

penyajian laporan keuangan adalah

1.

Memberikan informast kewangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi
kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitas;
Memberikan informast kevangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi
ckonomi pemeriniah dan perubalun-perubaban yang telah dan akan tegjady
Memberikan lnformasi kenangan nntuk memonitor kinera kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangenkonirak yang telah disepakati dan ketentuan
lain yang disyaratkan;

Memberikan informasi untek perencanaan dan psnganggsaran;

5. Memberikan informasi  uotek  mongevalussi  kinens  materal  dan

prganisasional

a. uniuk menentukan  biaya progrem fungsi dan aktivites sehiogga
memudahkan analisis den melakukan perbandingan dengan kxiteria yang
telah  ditetapkanmembandingkan  dengan kinerja  periode-periode
sebelumnya dan dengan kinera unit yang ladu;

b. wntuk mengevaloasi  tingkat ekonomiefisiensi  dan  efektivitas
operasi,program,aktivitas dan fungsi terfentu i dalam pemerintaban,

¢. untuk mengevaluasi hasil (owiceme) suatu program aktivitas dan fungs
serta efekiivitas terhadap pencapaian tujuan dan target,

d. untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (equity & eguality).
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2.1.3 Unsur/Jenis Laporan Keuangan
Laporan kevangan ada berbagal jenisada laporan kevangas untuk
kepentingan intern dan ada untuk kepentingan ekstern Prinsip akuntansi didesain
untuk kepentingan ekstern Karena laporan keuangan untuk ekstem ifu bersifat
publik sehinggs harus memilikd profeksi perlindungan masyarekat Dan media
perlindungannya adalake Prinsip Akuntansi.Prinsip Akustansi olch pemerintah
dilegitivnasi siapa yang berhak menelurkannya.Di Indonesia TAI { Ikatan Akuntan
Indonesia) dan di USA FASB (Financial Accounting Standard Board ).Prinsip
akuntansi merapakan pedoman menyusun laporan kewangan untuk publik.
Adapun  jenss  laporan  keuangan yang  lazim  dikenal adalah
Neraca Laporan Laba/Rugt atau hasil usaba Leporan Arus Kas dan Laporan
Perubahan Posisi Keuangan.
Menurut Sofyan Syafri (2008) dslam bukonya Anafitis Krifis Atas
Laporan Kewangarn bahvwa jenis laporan keuangan berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Dafisr Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada guaty
tanggal tertentu,
2. Perhitungan Laba/Rugi yang menggambarkan jumlah hasil Biaya dan
Laba/Rugi perusshaan pada suatn periode tertenty,
3. Laporan Arus Kas.Di sini digambarkan sumber dan pengeunsan kas dalam
suafu periode.
4. Laporan perubaban muodal,mepjelaskan perubahan posisi modal baik saham
dalam PT atau Modal dalam perusahaan perseroan,
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.DDi sini dimuat sumber dan
pengeluaran perusahaan selama satu periode,
6.  Laporan Laba Dhilshan,memelaskan posis laba ditzhan yang tidek dibagikan
kepada pemilik saham,
7. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan ussur apa
yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang.
8. Dalam suatu kajan dikenal Laporan Kegistan Keuangan Laporan ind

mengpambarkan transaksi laporan kevangan perosahaan yvang mempengaruhi
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kas ataw ekutvalen kas.Laporan ini jarang digunakan. Laporan ind merupakan
rekomendasi Trueblood Committe Tahun 1974,

Menurut buku Akuntans! Keuangan Menengak karya Sugiarto terdapat empat
jenis laporan keuangan utama, yakni ajoerasca (laporan perubghan posisi
keuangan); bilaporan lsba rugl; o)laporan perubmban eluatas dan ejlaporan anus
kas. Pelapoman keuangan (financial reporting) mencakup tidak hanya laporan
kevangan, tetapi juga media-media lain  yang dapat digunakan untuk
mengomunikasiken imformasi batk yang secara Jangsung maupun tidak langsung
berhwbungan dengan proses akuntansi. Misalnya, laporan tahunan kepada para
pemegang saham tidak hanya berist laporan keuangan utama, seperti tercanfum di
afas, tetapi jugs informasi lain, seperti masic-rasio kevangan yang dianggap
penting, ikhtisar jumliah atau saldo rekening-rekening tertentu.

Pada Kerangka Konseptual Aluntansi Pemerintzhan disebutkan bahwa unsur
Faporan Keuangan adalah
1. Laporan Resliasi Anggaran

Laporan Realisas: Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,
yang menggambarkan perbandingan anlars anggaran dan realisasinyz dalam
sato periode pelaporan,

Unsur yang dicakup scoara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdin

dari pendapatan, belania, transfer, dan pembiayasn. Masing- masing unsur

didefinisikan scbagai benkot

a.  Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendabara Umum

Negara/Bendahars Uroum Daerab alse olch entitas pemwgintah lainnya
vang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anpparmn yang
bersangkutan yvang meniadi bak pomerintaly den {idak pero dibayar
kembali olch pemerintah.

b.  Pendapatan {basis akrual} adalah hak pemerintah yang diskui sebagai

penambah nilad kekayaan bersih,

¢.  Belanja (basis kas) adalah semua pongeluaran oleh Bendabars Umum

Negara/Bendabara Umum Daerah yang mengurangi ekailas dana lancar

Universitas Indonesia

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE Ul, 2008



18

dalam periode tahun anggaran bersangkotan yang tidak akan diperoleh
pembavarannya kembali aleh pemerintah.

d.  Belanja {basis akrval} adalah kewajiban pemerintah yang diskui sebagat
pengurang nilai kekayaan bersih.

¢, Transfer adalah pencrimaan/pengeluaran vang dari suaty entitas
pelaporan  dari/kepada enfitas  pelaporan  fain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

£ Pembiayasn {financing) adalsh sctiap penenimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atsu pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-{ahun anggaran beckumya,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atan memanfaatkan surphus anggaran,

g Pencrimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan
hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan anlara lain digunakan untuk
pumbayaran kemball pokek piniamen, peomberian pinjaman kepade
entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

2, Neraea
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewayiban, dan ekuites dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup
oleh neraca terdiri dari aset, kewajtban, dan ekuitay dana. Masing-masing
unsur didefinisikan sebagal bertkut

2. Aset adalsh sumber dava ckonomi vang dikuasai danfaten dimiliki oleh

pemeriniah sebagai akibat dart peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan dibarapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupus masyarakat, serta dapat divker dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuanpgan vang dipetlukan untuk
penvediaan jasa bagl masvaraka! umum dan sumber- sumber daya yang
dipelibara karena alasan sgjarah dan budaya.

b. Kewajiban adalah ulang yang tmbul dari peristiwn masa lalu yang

penyelesalannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah,
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¢. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersth pemerintah vang merupakan selisih
antars aset dan kewayiban pomerintah,
Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-
anggaran yang menggambarkan saldo awal, peperimazn, pengelvaran, den
saldo akhir kas pemenntah pusat/dacrah selama perinde tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporsn Arus Kas terdin dari penerimaas dan

pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
Neogara/Daerah.

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas vang keluar dard Bendahara
Umnumn Negara/Daerah,

Catatan Laporan Keuangan

Catatan stes Laporan Kenangan melipati penielasan saratif atsu rincian danl

angha yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan

Arus Kas, Catatan atas Laporan Kevangan juga mencakup informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi

lain vang diheruskan den disnjurkan untuk diungkapken di dalam Stander

Akunlanst Pemerinlahan senta ungkapan- ungkapan vang diperivkan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan

Kevangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: ’

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APRI), berikut kendala
dan harabatan vang dihadapi dalam pencapaian Iarget,

b, Menyaikan ikhtisar pencapaian kinega keuangan selama hun pelaporan;

c. Menyajikan informasi fenfang desar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebiiakan akuntans! yang dipilith untek  diterapkan  atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

4. Mengungkapkan informast yang dibaruskan oleh Standar Akuntansi
Peraerintahan vang belum disajikan pada lembar muka {on the face}

japoran keuangan,;
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¢, Mengungkapkan informasi uniuk pos-pos aset dan kewsjiban yang timbud
sehubungan dengan peverapan basis akaual atss pendapatan dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan pencrapan basis kas; dan

£ Menyediakan informasi tambaban yang diperlukan untok penyajian yang
wajar, vang tidak disajikan pada lembar muke {on the face} laporan
keuangan

2.2 Laporan Kinerjs Keuangan

Sebelum tiga paket 1IN Keuangan Negara terbit, laporan keuangan yang
disyaratkan untuk disampaikan oleh pemerintah kepada DPR ajau DPRD adalah
Perhitungan Anggaran Negara (PAN} dan Nota PAN atay Perhitingan APBD dan
Nota Perhitungan APBD {Simanjuntak, 2005} Tads level instansi, selain
memberikan sumbangan untuk penyusunan PAN atau Nota PAN, setiap instansi
menyusan laporan tahunan {annwal report). Dalam laporan {abupan, umumnya
yang dilaporkan adalah rencana dan realisasi Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun
Daftar Isian Proyek (DIP) baik dalam pengertian kegiatannys maupun dalam
Jumiah uangnya. Kemudian laporan juga mencakup sumber daya yang dimilik
pada awsal tahun, perubahan-perubghan, dan saldo akhir tshun. Sumber daya yang
dilaporkan umumaya meliputi sumber daya manusia, Sarang, prasarana maupun

perkembangan dalam Hngkungan eksternal,

Setelah adanya reformasi keuangan negara, UU 172003 tentang Keuangan
Negara mensyaratkan penyampaian  laporan  pertangpungjawaban  kevangan
pemerintah yang disusun dengan mengikuit standar akuntansi pemerintaban.
Penyampaian laporan keuangan tersebut dalam rangka mewygiudkan transparans
dan akuntabilitas pengelolazn Keuangan pegara. Dalam Pasal 30 disebutkan
bahwa laporan keuangan tersehat setidak-tidakmya meliputi Laporan Realisasi
APBN, Nerava, Laporan Arts Kus, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pada
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (PP 24/2005) tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, selsin empst jenis laporan keuangan tersebut {vang

Universitys Indonesia

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE Ul, 2008



21

disebut dengan laporan keuangan pokok), entitas pelaporan dapat menyajikan
Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan pasal 31 UL} 17/2003 menvatakan bahwa Laporan Realisasi
Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, jugs menjelaskan
prestas: kerja sefiap kementerian negaraflembaga. Sedangkan pada Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintshan (PP 24/2005), Laporan Reslisasi Anggaran
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang
dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan realisasinya. Unsur yang dicakup dalam laporan tersebut meliputi pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan. Memang dalam Pemyataan Standar Akuntansi
Pemenntahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
menyebutkan bahwa manfaat informasi realisasi anggaran antara lain adalah
menyediakan informasi bagi pengguna laporan bahwa perolehan dan penggunaan

sumber daya ckonomd telah dilakukan secara efisien, efektif, dan hemat,

Pada PP 2472003 pemyatasn vang lebih tegas berkalian dengan prestasi kerja
atau kKineia antarg lain dapat diternukan pada:

&. Catatan atas Laporan Kevangan

Fada Kerangks Konseptual Akuntansi Pemerintmhan dissbutkan bahwa
faporan ini meliputi penjelasan atau rincian dan angka-anpka yang disajikan
dalam laporan keuangan pokok, antara lain dapat menyajikan ikhtisar pencapaian
kinega keuangan sclama tabun pelaporan. Pada PSAP Nomor 04 tentang Catatan
atas Laporan Xevangan disebutkan bahwa Laporan Realisasi Angparan
merupakan laporan pokok yang mempunyai hubungan atae referensi silang dalam
Catatan atas Laporan Keuangsn, yang harus mengikhtisarkan indikator dan
pencapaian kinerja kegiatan operasional vang berdimensi keuangan. PSAP Nomor
04 juga mengakui bahwa pengguna lgporan keuangan pemeriniah tidak hanya
tertarik dari segi perubaban sset bersih pemeriniah (atau laba/ boviom line pada
perusahaan swasta) tetapl juga sangat terarik pada kinetja pemerintah dalem
perbandingan dengan target yang telah ditetapkan,
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Dalam PSAP Nomor D4, keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui
berdasarkan tingkat cofistenst dan tingkat efektivitas. Tingkal efisiensi divkar
dengan membandingkan antara keluaran {owp) dengan masukan (Mipuf).
Sedangkan fingkat eofektivitas diwkur dengan membandingkan antars hasil
(onteome) dengan target yang telah ditetapkan. Pembahasan kinerja keuangan
Juga hars dikadkan dengan tajuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah
dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

Tkhtisar pembahasan kinerja kevangan dalass Catatan ini harus (1)
méenguraikan startegt dan sumber daya yang digunakan untuk mencapat tajvan, (2)
menggambarkan dengan jelas rencana dan realisasi kinerja keuangan, (3}
menguratkan prosedur vang disusun dan dualankan oleh manajemen berkattan
dengan informasi kinera kevangan,

Selanininys, pembabasan mengenaj kinerja keuangan harus {1} melipuii
hasil posif mavpun negatf, {2) menyajikan datz historis yang relevan, {3)
mcmbandingkan basil dengan tujuan dan rencana, dan {4) menjelaskon mengenai

indikator, hasil, dan perbedaan antara hasil dengan tmjuan alav reacana.

Lebih lenjut discbutkan bahwa Catatan ini dapat menyajikan penjelasan
dan hambatan yang ditemuil apabila suatu entitas belum dapat mencapal target
yang ditetapkan, misalnya jomlah unit pembangunan selkolah dasar yang behum
mencapai target,

b. Laporan Kinerja Keuangan

Pada Kersngka Konseptusl Akuntansi Pemcrintzhan paragraf 76
disebutkan bahwa laporsn ini adalab laporan realisasi pendapatan dan belanja
yang disusun berdasarkan bagis ekrual Dalam laporan tersebut disajikan
informasi tentang pendepatan operasions], belanja, dan pengungkapan surphis
atau defisit. Pada PSAP Nomor {1 tentang Peoyajian Laporan Keuangan

disebutkan bahwa analisis dalam laporan int dapat digolongkan menurat
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klasifikasi ekonomi (misalnys heban penyusutan, beban gaji dan tunjangan
pegawat, dan sebagainya) atau klasifikasi fungsi (berdasarkan program}.

Memperhatikan uraian di atas, dengan demikian tampak bahwa pelaporan
kinerja disediakan tempat yang cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Meskipun istilah yang dipakai adalah kinetja kevangan, yaitu Kinerja kegiatan
aperasional yang berdimensi keuangan, ternyata dalam PSAP Nomor 04, istilah-
istilah dan mekanisme yang dipaksi mirip dengan sistem yang ada dalam LAKIP
sebagaimana divratkan dalam bagilan B makalah inl. Berkaitan dengan Laporan
Kinerja Kevangan, sayang bshum ada PSAP khusus yang moanpatur, sehingga
tidak dapat diketahui lebib janh bagaimena hubungan antars LAKIP dengan
Laporan Kincrja Keuwangan. Meskipun demikian, dard Catatan atas Laporan
Keuangan dapat diindikasikan babwa Laporan Kinegja Keoaogan tampaknya juga
memberikan informasi kinerja sebagaimana dimsksud dalam LAKIP.

Sedangkan hujuan peatlaian kinerja QMudyadi, 1997) adalah:

* Untuk memotivasi karyawan dulom mencapai sasaran prganisasi dan dalam
mewaiubi - standar  priloke yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  agar
membuahkan tindakan don hasil yang diinginkan. Standor prilaky dapat
herupa kebijakan manajemen atou rencana formal yang ditvongkan dalam

anggaran.”

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan prilaiar yang tidak semestinya
dan ontuk merangsang dan mencgakikan prilake yang semestinya difnginkan
melalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat
instrinsik manpun ekstrinsik.

Menurat Preto and Revilln (2006) dalam penelitiannya menggunakan
pengukuran kinerja keuangan dan non kenangan. Kinerja keusngan ditunjnkkan
oleh return on sales, profilabilitas, pertumbuban  penjualan, perbaikan
produktivitas kerja, den perbaikan biaya produksi. Sedangkan kinerja non
keuangan diukur dengan kepuasan pelanggan, pertumbuhan pelanggan, kepuasan
karyawan, kualitas produk dan jasa serta reputasi perusahaan.
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Maenurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 Jum 2608
tentang SAP dalam Kemngka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragrafl 76
bahwa :

“Laporan Kinerja Keuangan adaleh laporan realisasi pendapatan dan belanju
yang disusun berdasarkan basiv akvual Dalam laporan dimaksud, perlu
disajikon informasi mengenai pendupatan operasional, belanja berdasarkan

Elasifikasi fungsional dan ekonomi, surplus atan deflsit™.

Peraturan Pemennfah Nomor 8 Tshun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinigikan kinerja sebagai :

“"Kelwaran/hasil dari  kegiatan/program yang hendak atov telah dicapai
sehubungan dengan pengguniach anggaran dengen kuantitos dan fualitas

terukur,
Unsur-unsur laporan kinerjs keuangan menurut IPSAS terdini atas:
a. pendapatan kegiatan opéraguonal
b, surplus/defisit dari kegiatan operasional
¢. biaya pembiayaan {finance cost)
d. hak atas surplus/defisit davi investasi yang menggunakan metode ckuitas
e. extraordinary item
f. hak minoritas (miniority interesi) atas surplus/defisit
g surplus/defisit bersih untuk tahun berjalan.

Sehinggs dapat disimpulkan bahwa dalam Laporas Kinerjs Keuangan perln
disajikan informesi mengenat pendapatan operasional, belanga berdasarkan
klasifikasi fungsional dan ckonomi, dan surplus atau defisik.. Fungsi dari laporan
surplus/defisit adalah memprediksi arus kas yang akan datang Scdangkan laporan
kinerja didefinisikan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengksp tentang capaiapn kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja vang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APEBN .
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Sesuai dengan Basis Akuntansi yang dianut dalam SAPmaka gamberan
kinena,tercermin dalam LRA, yang moengemukakan dasar Cash dan Neraca yang
mengpunakan dasar acomal. Gabunpan kedua peraturan ini discbut dengan Basis
Cash Toward Accrual.

Laporan kinerjs keuangan (stetement of financial performance) merupakan
salah satu Isporan kevangan entifas akuniansi yaog dihasilkan menggunakan basis
akraal Sehingga laporan kinega keuwangan merupakan laporan keuangan yang
mengpambarkan kegiatan operasional suaiu entitas selama pericdes tertentu,
Dalam laporan inj akan terlihat pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitag serta
biaya dalam rangka perclehan pendapatan terscbutlLaporan ini dapat juga
dipersamakan dengen laporan pendapatan dan belanja {(siafemeni of reverces wnd
expenses),laporan laba rogi {statement profit and luss) atau laporan operasional

{operating statement).

2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merapakan unsur laporan keuangan yang
disusun secara manual yang menjelaskan elemen-elemen informasi yang ada di
Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran {(sumber Modul Sistem Akuntansi

kenangan).
2,3.1 Manfasf dan Tujuan Cafatan Atas Laporan Kenangan (CaL K}

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008
tanggal 13 Juni 2005 Standar Akuntansi Pernenmntah Pernyatsan Nomor 04
tentang Catatan Afas Laporan Keuangan (CalK) bahwa :

a.  Manfhat Catatan Atas Laporan Keuangan {CaLK) adalaly:

Untuk memenuhi kebutuhan penggona akan informesi akuniansi keuangan
yang lazien. Yang dimaksud dengan pengguna adalsh masyarakat, legisiatif,
lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi alau berperan dalam

proses donasi, investasi, dan pinjamen serta pemerintah,
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b, Tujnan Catatan Atas Laporas Kevangan {CaLX) adalah agar -

1. Laporan kenangan mudah difabami

2. Menghindari salah paham (misteading)

3. Pemshaman mendalam melalui pengongkapan setiap pos peating

4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi kevangan
entitas.

2.3.2 Informasi yang disajikan datam CaLK

Catatan  Atas Laporan Kewangan (noles 12 fAnancial  statement)
dimaksudkan sgar laporan keuangan dapat dipabami oleh pembaca secara
fuastidak  hapya untuk  pembaca fertentualaupun  manajemen  entitas
pelaporan Hal ini disebabkan  kerena laporan kewangan mempunyai potensi
kesalashpahaman di antara pembacanys,schingga diperivkan adanya catatan atay
laporan keuangan vang berisi informasi yang memsdahkan pembaca dalam

memahami laporan kenangan,

Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikasn secara sistematis. Setiap
pos vang dilaporkan dalam laporan reslisagineracs dan laporan arus kas harus
mempunyal referensi silang dalam catatan atas laporan keuangar.Dalam catatan
atas laporan keuapgan tersebut disajikan penjelasan rinci atas pos vang dilaporkan
dalam laporan kevangan, termasuk informasi yang dhiamskan dan diasiurkan oleh
Pemwyataan Standar Akuntans: Pemerintah

Mesurut IPSAS, eatatan ates laporan kevangan harus ¢
a. Menyajikan informasi mepgenai dasar pembvatan lsporan kevanpan dan
kebijakan akuniansi yang dianut,
b. Menyajikan informasi yang diwaiibkan oleh standar dimana informasi tersebut
tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan,
¢. Menyajikan informasi tambahan yang tidak dapat disaiikan dalam lsporan
keuangan ictapi dibutuhkan untuk rmempegeias japoran kevangan.
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Nawgmn Deddt Nordiawan,Iswahyudi dan Maulidah dalam bhukn vang
beriudul dkunsansi Pemerintohan (2007) menjelasken bahwa menurut PP 24
Tahun 2005, catatan atas laporan keuangan selawang-kumangnya disgjikan dengan
susunan sebagai berikat :

i. Imformasi tentang kebijakan fiskal /keuanganekonomi makro pencapaian
target Undang-undang APBN/Perda APBD;berikut kendela dan hambatan
yang dibadepi dalam pencapaian target. Selain itu perlu diunghkapkan juga
perababan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan
dengan anggarn yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRID.

2. lkhtisar pencapaian kinerja kevangan selama tahun pelaporan.Pembahasan
mengenal kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari
repcana  strateégis  pemerintah  dan  indikator sssuai  dengan  peraturan
perundang-andangan vang berlakn Pembahasan mengenai kinerja keuangan

harus :

a. Meliputi hasl positif maupun negatif

b. Menvaiikan data hisrons yang reelevan.

¢. Membandingkan hasil yang dieapai dengan tujuan dan rencana yang telah
ditatapkan

4. Menyajtkan informasi lalnnys vang diyekini oleh mansjemen akan
dibutubkan oleh pembaca laporan keuengan unfuk depat memahami
indikator, hasil dan perbedaan yang ada denpan tujuan atau rencans.

3. Informasi tentang dasar penyusonan laporan kewmangan dan kebijjaken-
kebijakan akuntansi yang dpilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting Jainnya, Secara wmum, kebijakan akuntansi dalam

catatan laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini :

a. Entitas pelaporan
b. Basis akuntansi ysog mendasari penyvusunan laporan keuangan

¢. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan kenangen
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d. Perkembangan penerapan kebijakan akuntansi vang berkaitan dengan
ketentnan-ketentnan raga transisi PSAP diterapkan oleh suatu catitas
pelaporan

¢. Kebijakan akuntapsi tertents yang diperifukan untuk memshami laporan
keuangan

4. Pengungkapan informasi vang diharuskan oleh Persyataan Standar Akuntans
Pemerinteh yang belum disaiikan dalam lernbar muka laporan kevangan Hal
i diperlukan apahila terdapat informast penting yang balum atau tidak dapat
disajikan dalam Iaporan keweangan Informasi tersebut barus disajikon dalam
catatan atas laporan kewangan untuk menghindari adanva kesatahan dalam
membaca laporan keuangan,

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewaiibanyang timbul terkail
penerapan basis aknusl atas pendapatan dan belanja dan honsilinsinya
dengan penerapan basis kas PSAY mengatur penecrapan basis akrual untuk
pos-pos  pendapatanbeiania  dan  pembiayaan Apabilz  susty aofitas
menerapkan basfs akroal fersebutmaka diperlukan pengungkapan informasi
yang cukup scrta rekonsiliasi apabila pos-pos tadi disajikan dengan basis
kas.Rekonsiliasi ini bertujuan menyajikan hubungan antara laporan kinetja
keuangan dengan dengan laporan realisasi anggaran.

6. Informasi tmbahan yang diperloken untuk penyajian yang wajar tidak

disajikan datam lembar mka laporan kenangan Informasi fersebut antara lain

a. Domisili dan bentuk hukom dari suaty entifas serta yurisdiksi tempat entitas
tersebut berada

b. Penjelasan mengenai sifal operasi entitas dan kegiatan pokokuya,

c. Ketentuan perundang-undangan  yang menjadi  lapdasan  kegiatan

operasionalnya.

Catatan atas laporan kevangan juge perlu untuk menyajikan beberapa
informasi vang peatiog, vaitu

a. Penggantian manajemen pemerintah selama tahun berjalan

D. Kesalahan manajemen terdahuly vang telah dikoreksi oleh manaiomen bary,

¢. Komitmen atau kontinjensi vang tidak dapat disajikan pada neraca,
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¢, Penggabungan atau pemekaran entitas pada tabun berjalan
e. Kejadian yang memiliki dampak sosialseperti adanya pemogokan yang
harus ditanggnlangi pemerintah,bencana alam dan lain-lain,

7. Daftar dan skedu] ferkait pelaksanaan anggaran pemerintah,

Schingga dapat disimpulkan Csiatan atas Laporan Keuangan {CalK)
dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahemi oleh peinbaca secarn luas,
tidek terbatas hanya pembaca lertenta ataupun manajemen eniitas pelaporan
sehinggs Cal K harus disajikan secara sistematis. Dan Catatan atas laporan
kevangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam
neraca,laporan laba rugglaporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas seita
informasi tammbshan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas
laporan kevangan juga mencakup infornasi yang diharuskan dan disnjurkan untuk
diungkapkan dalam PSAK serla pengungkapan-pengungkapan lain  yang
diperlukan untuk menghasilkan penyaiian laporan keuangan secara wajar atas

iaporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.4 Sistem Akuntansi
2.4.% Definisi Sistem Akantansi

Sizterm akuntans:,{(Haward ¥. Sleftler, 1971) adaizh formulir-formuliy, catstan-
catatan, prosedur-prosedurgden alat-alat yang digunakan untuk mengolah data
mengenai vsaha suatu kesatuan ckonomis dengan tujuan untuk menghasilkan
umpan bakik dalam bentuk laporan-laporzn yang diperlukan oleh manajemen
untuk mengawasi usahanya, dan bagi pibak-pihak lain yang berkepentingan
seperti pemegang sabam, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah wnmk
mentlai hasil operasi.

Mennrut {W.Gerald {lole,1971)sistem  adalah suatu  kerangks dan
prosedur-prosedur yang saling berhubungen yang disusun dengan susty skema
yang menyclurub, untuk melaksanskan susty kegistan atau fungsl viama dard
perusshann. Sedangkan prosedur adalzh suatv wutan-uruton pekerjaan kegani
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(clerical), biasanya melibatkan adanya pelakuan yang seragam terhadap transaksi-
transaksi perusahzan yang sering tejadi. Menumut (Steven A. Moscove ,1971)
sisters adalal suaty kesatuan {entity) yang terjadi dari bagian-bagian (disebut
subsistern) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mecapal tujuan-tujuan
terdabulu. Sedangkan menurut Mulyadi (1993) sistem adalah suatu jaringan
proseddur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan

pokok perusahaan.

Proseder adalah svatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam spats departemen atau lebih,yang dibuat untuk menjaland
penanganan secara seragam transakst perusashaan yang terjadi bernlang-ulang. Jadi
vang dimaksud dengan kegiatan klerkal yaito mencatat informasi dalam Formuulir,
bukn jurnal dan bukn besar.

Kenuls

2

Mengadakan
Menghitung

e ©

Memberi
Mandaftar
Memikh
Memindah
Membandingkan

w0

Menurat Samsul (1992} prosedur adalah merupakan lindakan-tindakan
vang haros dilalui untuk melalaakan soatu transakst agar aman dan lancay.

2.4.2 Tujuan Sistem Akantansi

L. Menyampaikan informasi yang diperlukan oleb semua tingkat manajemen,
pemilik atau pemegang ssham secara tepat dan cepat.

2. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak luar: Perpajakan bank
atau  kreditur dan lembaga-lembaga lainnya yapg berkaitan dengan

perusahaan,
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3. Menyempurnakan kontrol melalui organisasi, prosedur-prosedur dan cara-
caralain untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan

4. Mengurangi biaya penyelenggaraan admimstratif ke tingkat yang lebih
rendah dari nilat manfaatnya,

Untuk mencapai tujuan lersebut membutuhkan cara-carz yang dapat
diterapkan dan disesuatkan dengan kondisi lingkungan perusahazn dengan
menciptakan antara lain
2. Buku pedoman akuntansi meliputi: kode rekening, penjelasan debit-

kredit,penjelasan setiap rekeping dan buku-buku harian/catatan yang

diperinkan.
b. Buku pedoman pembuatan laporsn. Suatu petunjuk cara mepgisi tiap-tiap
ienis laporan, swinber datanya dan pengiriman kepada perakai laporan
c. Pedoman tata lsksana sdministrasi Merupakan kempulan dari semus
prosedur, dan formulir-formulis, bon-bon vang dipakai
d. Memilihkan metode pelaksansan, apakah manoal {(dikerjakan dengan
tangan manusia } stan dengan mesin,
2.4.3 Elemen- Eiemen Sistern Akuntansi
Sistem akuntangi terdiri dan beberapa subsistem yang saling berkaitan, atau
dapat juga dikatakan terdiri dan progedur-prosedur yang berhubungan.
Cecil  Gillespie  menyatakan  bahwa  sistem  kuntansi terdied  dard;
1. Sistem akantansi utarma ’
a. Klasifikasi rekeming, il dan nominal.
b Buku besar {umum dan  pembaniu).
¢. Jurnal
d. Bukti fransaksi,
2. Sistem pergualan dan penerimass uang:
a. Order penjualan, perintah pengiriman, dan pembuatan faktur{penagihan}
b. Dismibusipenjualan.
¢. Piutang.
d. Penerimaan vang dan pengawasan kredit,

3. Sistern pembelan dan pengeluaran vang.
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a.0rder pembelian dan laporan penerimaan barang
b.Distribusi pembelian  dan  biaya.
c.Utang(voucher).
d.Prosedur pengeluaran vang
4. Sistem pencatatan waktu dan penggajian
a.Personalia
b.Pencatatan waktu.
c.Penggajian.
d.Distribusi gaji dan upah.
5. Sistem produksi dan biaya produksi.
a.Order
b.Pengawasan persediaan
c..Akuntansi biaya.

Sistem akuntansi dan prosedur-prosedur yang berhubungan seperti yang
disebutkan di atas dapat juga disusun dalam susunan yang berbeda adalah :

a. Subsistem akuntansi.

b. Subsistem electronic data processing. .

c. Subsistem marketing.

d. Subsistem produksi.

e. Subsistem personalia.

f. Subsistern pembelanj aan { finance)

Subsistem akuntansi dalam kelompok di atas adalah sebanding dengan
sistem akuntansi utama dalam kelompok sistem dan prosedur seperti yang
diambilkan dari buku Gillespie. Sedang subsistem-subsistem yang lain juga
sebanding dengan sistem-sistem yang disebutkan oleh Gillespie. Suatu
perbedaan yang utama adalah adanya Subsistem electronic data processing
dalam pengelompokan kedua yang biasanya digunakan dalam pengertian sistem

informasi akuntansi yang data processingnya menggunakan komputer.
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2.4.4. Faktor-Faktor yang Perln Dipertimbangkan Dalam Penyusunan
Sistem Akuntaupsi
Penyusunan  sistern  akuntansi  untuk  seatun  perusahaan  periu
mempertimbangkan beberapa faktor yang penting sebagal benkut

1. Memenuhi prinsip cepat  yailu  bshwa sistem  akuntansi barus mampu
menyediakan informasi vang dipclukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi
kebutuhan dan dengan kualitas yang sesuai.

2. Memenuhi poosip aman yang berarti babwa sistem akuntansi dapat membaniu
menjaga keamanan harta milik perusahaan, Usituk dapat menjags kemmanan
harta milik perusshaan maka sistem akuntansi harus disusue dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern.

3. Sistem akuntansi yang disusun ffu harus memenuhi prinsip murah yang berarti
hahwa untuk menyelenggarakan sistem akuntansi ite harms dapat ditekan
sehingya relatif fidak mahal, dengan kata lain, dipertimbangkan oost dan
benefit dalam menghasiikan suatu informasi.

Ketiga faktor di atas harus dipertimbangkan bersama-sama pada wakm
menyusun gistem kuntansi perusabaan sehingpga tidak sampai terjadi adanya
salah saty faktor yang ditingpalkan. Cepat, aman dan murah yang menjadi dasar
pertimbangan dalam penyesopan sistermn akunfansi dapat dilihat dari conioh
misalnya suat perusahsan sering mengalami kerugian dari persediaan harang,
jika dihitung rata-rata kerugian sebesar Rp. 50.000,00 setiap bulan. Dalam
keadaan seperli ini siztem yang disusun hervs dibuat sedemikian rupa agar
keragian tadi dapat dikindarkan. Tetapi penyosunan sistem dan prosedur untuk
persedisan ini harus memperfimbanpgkan Jangan sampai biayanya melebihi
jumiah kerugian yang terjadi. Dari contoh ind dapat dilthat penyusunan sistem
vang aman itn idak dapat meninggaikan prinsip biaya, yaitu
harus murah.

2.4.5 Pengertian Formulir das Dokumen-Dokumen Akuntansi

Dalam hubungannya dengan sistem akuntansi, formulis, rekening dan lain-
lain, Dalam setiap sistern yang disusun hatus direncanakan adanya formulir dan

dokumen-dokumen yang cukup yang akan digonakan dalam pencatatan. Suatu hal
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yang perly diingat bahwa formulir dan dokumen-dokumen ini mempunyai

peranan yaog penting dalam susty sisiern akunfansi. Peranan atau kepunaan

formulir dan dokumen-dokumen dalarm sistem akuntansi menurat Cecill Gillespie
adalah schagat berikut

1.  Untuk menentukan hesil kegiatan perusahaan
Peranan ini dapat dilihat dan pekeriaan membuat distribusi dan pembuatan
laporan-laporan untuk  pimpinasn,

2. Untuk menjaga aktiva-akiiva dan ntang-utang perusahaan.

Peranan ini dapat dilihat antara lain dari pengpunmaan surat perintah
peRginman untek mengirim barang-barang dan penggunaan surat perminiaan
pembelian agar dibelikan barang-barang vang dibutuhkan.

3. Untuk memerintahkan untuk mengerakan suatu pekerjaan.

Peranan imi dapat dilihe! antara lain dari pengunsan surat perinish
pengiriman unfuk mengirin barang-barang dan penggunaan surat permintaan
pembehan agar dibelikan barang.barang vang dibutulikan,

4. Untuk memudahkan penyusunan rencana-rencana kegiatan, penilajan hasil-
hasilnya dan penyesuaian réncana-rencana.Peranan ini dapat dilihat dan
penggunaan rencana produksi vang akan dignnakan untuk menilai kegiatan.
produksi, kemuwdian kalaw diperlukan mepgadakan perubahan ferhadap
rencana tersebut Formulir dan dokumen-dokumen ini dibuat oleh berbagai
bagian dalam penmsahsan sesusl denpan masing-masing prosedur yang

digusun,

2.4.6 Langkab-langkah dalam Penyosunan Sistem Akuntansi

Sistemn akuntansi yang digunakan dalam suatu perusahaan mempunyai ”umur™
yang terbatas. Maksudnya adalah bahwa kebutuhan informoast dalam suato
perusahaan akan berkembang sesuai dengan perkembangar kebutuhan informasi
pihak-pihak yang berkepentingan (baik chstern maupun intzrn). Disamping iy,
kemajuan icknologl temtama alat-alat untuk memperoses data, dapat jupa
mengakibatkan sistem akunfansi vang sekarang berleku sudah tidak efisien lagi
Dalam keadaan seperfi ind perhy diadakan penyusunan kembali sistem akuntansi
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vang ada dalam perusshaan. Langkab-langkah dalam psoyosunan sistem ini

{digebut juga dengan system life cyele) terdint dan :

1.

Analisa sistem yang ada. lLangksh ini dimaksudkan uwntuk mengetahni

kebaikan dan kelemahan sistem yang berlako. Dalam praktcknya, analisa

sistern ini dilakukan dengan mengadakan penelitian {srvey), Apabila

pekerjasn penyusunan sistern ini dilalakan oleh pihak luar {consulian),

penelitian pendahuloan ini diperlukan antuk

a  Mengetahui ruseg lingkup (luasnya) pekenaan. Dengan mengetahur
kelemahan dan kebaikan sistem vang ada, dapat diketahui pekerjaan apa
saia yang diperhukan untuk menyusun sistem yang baru

b.  Merencanakan jangks waktu penyusunan sitem yang baru. Jangka
wakfu penyosunan gistern sangat tergantung pada luagnya pekerjaan
penyusunan sistem,

¢.  Menentukan jumlah fee vang aken diminia sehubungan dengan
pekerjaan peayusunan sistem.

Merencanakan sistom skuntansi (spsfem desien). Langksh il merupakan

pekerjaan menyusun sistem yang beru, atau mengubah sistemy lama agar

kelemahan-kelemahan yang ada dapat dikurangi atau ditiadakan,

. Penerapan sistem akuntansi. Leanpkah ini adalah sistem akuotansi yang

disusan untuk menggantikan sistern larna. Sebaikuya sistems bare ani dimulai
penggunaannya pada awsl periode akuntansi,

Pengswasan sistem bama (flow-up). Langkah m adalsb untuk mengawasi
pencrapan sistem baru, yaitn mengecek apakah sistess baru i dapat
berfungsi. Apsabila ada kesaluhan-kesalahan, maka selama masa pengawasan
i perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang perlu diperhatikan adalah
bahwa sistem baru itu tidak mengulangt kelemahan-kelemaban yang ada

datam sistermn lama.
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2.3 Peraturan Perundamgan terkait depgan Sistemm  ARuniassi dan

Pelaporan Keuvangan.

2.5.1 Sistem  Akuntansi  berdasarkan  Peraturan  Menken RI
Nomor:39/PMK.06/2005 tentang Sistem Akentansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

Sistem akuntans: pemerintahan merupakan rangkaian secara sistematik dari
prosedur, penyelenggara,peralatan dan elemen lain untuk mewujudian fungsi
akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuvangan di lingkungan
organisasi pemeriniah.Dengan demikian sistem akuntansi merupakan suaty wadah
untuk memproses data keuangan sampai dihasilkannya informast vang disajikan
dalam lapomn kevangan.

Sistemn  akuntans) untuk Pemerintah Pusat  ditetapkan oleh Menten
Keuangan.Sisiem akuntansi ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Sehingga laporan keuangan yang dihasitkan akan sesuai dengan
Standar Akuntanst Pemerintaban.

Berikut int merapakan gambamn Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
berdasarkan Peraturan Menkeu RI Nomor39/PME06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yaitu :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
yaitu !

* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal §
menyatakun bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan aias pengelolaan
fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan
kevangan yvang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

¢ Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9
menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan  Lembaga sebagal pengguna
anggaran/pengguna  barang  Kementerian  Negara/Lembaga  yang
dipimpinnya mempunyai tugas antara lain meeyusun dan menyampaikan

Iaporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal
30 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan
undang-undang tentang pertasggungiawaban pelaksanaan APBN kepada
DPR berupa laporan keuangan vang meliputl Laporan Realisasi APBN,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keoangan, yang
dilampin dengan laporan keuangan perusahaan pegars dan badan ainnya,

Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara
Pasal 7 ayat (20) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 tenteng Perbendaharaan Negara
Pasal 51 ayai {1} menyatakan bahwa Menteri Keuangan/Peiabat Pengelola
Keuangan  Dacrsh  selske Bendahara  Umum  Neganw/Daerab
menyelenggarakan akuntsnsi alas transeksi keuangan, asel, uiang, dan
ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Undang-undang Nomor { Tahun 2004 teniang Perbendabaraan Negara
Pasal 51 ayat (2) menyatakan babwa Menteri/pimpinan fembagaskepala
satnan  keria  perangkat dacrah  selakun  Pemgguna  Anggaran
menyelengparakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, uviang, dan
ckuitas dung, fermasuk tanssksi pendapatan dan belanja veang berada
dalam tanggung jawabnya,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Menten Kenangan selaku pengelola
fiskal menyusun Laporan Kevangan Pemerintah Pusat nntuk disampaikan
kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APEN,

Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendabarsan Negara
Pasal 55 ayat (2} monyataken bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan
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Pemenntah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan

lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan
atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan

Umum pada kementerian negara/l embaga masing-masing,

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang
disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdin dar Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi

Instanst (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa
setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1)
menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan
pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya
berupa laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian
Nepgara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menterd
Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan
Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
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2. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Alkuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur
manual maupun vang terkomputerisasi moulai dan pengumpulan data, pencatatan,
pengilchtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operast kevangan
Pemerintah Pusat

Sistem Alamtansi Pemerinfah Pusat {SAPP) berlako untak seluroh unit
organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Dacrzh dalam
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan
Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

Tidak termasuk dalam meang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini adalah
a. Pemerintah Dagrah (sumber dananya berasal dari APBDY}

b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Mihk Daerah yang terdin dan

perusahaan perseroan dan perusahaag mmum.

¢. Bank Pemierintah dan Lembaga Kguangan Mililk Pernerintah
3. Tujuan Sistem Akuwutansi Pemerintah Pusat

Sistemn Aluntapsi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk ;

a. Menjaga aset Pemerintgh Pusat dan  insiansi-instansinya  melahui
pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keusangan yang kounsisten
sesual dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umnm;

b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepatl waktu tendang anggarsn dan
kegiatan kenangan Pemerintah Pogat, baik secarz nasional maupun instansi
yang berguna sebagal dasar penilaian kinerja, untuk menemtukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;

c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan
szzaiu instansi dan Pemeriniah Pusat secara keseluruhan;

d. Menyediakan informast keuangan vang berguns unhik perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara

ghsien.
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Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Ciri —¢iri pokok Sistemn Akuritansi Pemerintah Pusat antara lain -

. Basis Akuntansi

Cash toward Accrual. Basiy akuntansi yang digunekan dalam laporan
keuangan pemerinteh adslab basis kas untuk pengakuan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan dalamn Laporan Realisast Angparan dan basis

akrual votuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas porsarmaan dasar akuntasi
vaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap mmansaksi dibukukan
dengan mendcbet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkail,

. Dana Tunggal

Keglaten akuntansi yang mengacu kepada UUAPBN schagal landasan
operasional. Dapa tunggal in? merupakan tempal dimana Pendapalan dan

Belanja Pemerintah dipertanpgungjawablcan sebapai kesatuan tunggal.

. Desentralisasi Pelaksanaan Alkuntansi

Keglatan akuntansi dan pelaporan keuvangan i instansi dilaksanakan
secara bereniang oleh unit-tinit akuntanst baik di kantor pusat instansi

manpun di daerah.

. Bagan Perkuaan Standar

SAPP menggunakan perkivsan siandar vang ditetapkan oleh Menteri
Keuanpan vang berlakn uniuk tuiuan pengangparsn maupun akuniansi,

. Standar skuntansi Pemerintah (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam
melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian dan pengungkapan
terhadap transaksi kevangan dalarn rangka penyusunan laporan keuangan.
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Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada

DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu cleh
pihak BPK.

Laporan keuangan pemeriniah pusat terdin dari:

&?

Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasi Laporan Realisasi Abpggaran dari seluruh Kementenan

Negara/Lembapa yang tefah direkonsiliasi.

Neraca Pemerintah
Nersca Pemerintah Pusat merupakan konsolidas: Neraca SAl dun Neraca
SAKUN.

f.aporan Arus Kas
Laporan Aras Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus
Kas. dari seluruh Kanwil Ditjen PBN,

Catatan atas Laparan Keuangan

Merupakan penjelasan atau perincian atav amalisis atas nilai suatu pos
yang fersaji di dalam Laporan Realisas: Anggaran, Meraca Pemerintah dan
Laporan Arus Kas,

Kiasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistern Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdint dar:

a, Sistem Akuntansi Pusat {SiAP)

Sistemn Akuntanst Pusat {SiAP) dilaksanakan oleh Direkiorat Jenderal

Perbendabaraan { Ditjen PEN) dan terdin dari:

- BAKUN vang menghasilken Laporan Arus Kas dan Neraca KUN;
«  SAU yang menghasilian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
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Pengolahan data dalem rangks penyusunan [aporan kevangan SAU dan
SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Digen PBN yang terdiri dari:

- Kanior Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Kantor Wilayah Ditien PBN (Kanwil Digen PBN};

- Kantor Pusat Ditien PBN,

b. Sistem Akuntansi Instansi (8A1).

Sistem  Akuntansi Tustansi, yang selanjutnya disebut SAl,  adalah
serangkajan prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
kenangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Setiap Kementerian Negara/Lombaga waiib menyelenggarakan SAT untuk
menghasitkan laporan kevangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan don
Perhitungan

Sistem  Akuntanst  Inslanst {SAI) diaksanakan oleh kementenan
negara/lembaga. Kementerian negara/lembaga melakukan pemrosssan data
untuk menghasilkan Laporan Keuangsn berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Catatan atas Laporan Keoangan, Untuk lebih jelasnya dapat dilibat

pada gambar 1 yang merupakan gambaran umum dari SAL

._..‘,ml:ﬁmmmﬁummum ]
= L

(ambarl Gambarsn umum SAI

SAI terdirt dari Sistemn Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi
Barang Milik Negara (SABMN). Dalam pelaksanaan SAl, kementerian
negara/lembaga membentuk wunit akuntansi kevangan dan unit akuntansi

barang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 2. Mekanisme Pelaporan SAL
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Gambar 2.Mekanisme Pelaporan SAT

A.Untk melaksanakan SAK, dibentuk uwnif akuntansi keuangan terdiri

dari:

a. Umt Akuntanst Pengguna Anggaran {UAPA),

UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-
El termasuk laporan keuangsn dame dekonsenfrasi dan tugas
pembantuean,

Untuk UAPA yang juga menpelola Angparan Pembisyasn dan
Perhitungan  harus melakukan proses penggabungan laporan
kevangan anggaran pembiayaan dan perhitungan,

UAPA  menyosusn  laporan  keuwangan tingkat Kementerian
Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan
tersebut

UAPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPA
beserta ADK kepada Diden Perbendaharaan setiap triwulan

UAPA menyampaikan laporsn kevanpan semesteran dan tahunan
berupa Laporan Realisasi Anggamn, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan

UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Dinjen
Parbendabaraan ¢ Direltorst Informasi dan Akuniansi scliap
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semester. Hasil rekonsiliasi tersebut difuangkan dalam Berita Acara

Rekonsiliast

b. Unit Akuntansi Pembantu Pongguna Anggaran - Eselon] (UAPPA-ELY

&

UAPPA-E] melakukan proses penggabungan laporan keuangan
UAPPA-E] vang berada di wilayah kegenya termasuk laporan
kevangan UAPPA.W Dekonsentrasi dan Tugas Peombantuan,
laporan keuangan UAKPA yang langsung bersda di bawab
UAPPA-EL, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan
Perhifungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
Kemudian menyusun laporan keuangan tingkat Eselon I
TUAPPA-EL dapat melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan
tergebut dengan Digen Perbendaharaan e.q. Direktorat Informast
dan Akuntanst sefiap semester. Hasil rekonsiliasinys tersebut
dituangkan dalam Bents Acara Rekonsiliasi

UAPPA-E1 menvampaikan Laporan Realisasi Anggeran dun
Neraca tingkar Eselon ] beseria ADK kepada UAPA setiap bulan
UAPPA-E] menyvampaikan laporan keuangan semesteran dan
tabunan berupa Laporan Realisasi Angparan, Neraca, dan Catlatan

atas Laporan Keuangan

c. Unit Akuntansi Pembaniu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAFPA-WY;

UAPPA-W mgelakukan proses penggabungan laporan keuangan
yvang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasnk Laporan
Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan
oleh Kementerian Negara/Lembaga kemudian menyusun laporan
keuangan tingket UAPPA-W

s UAPPA-W wailib menyampaikan Laporan Realisast Anggaran dan

Meraca tingkst UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil Dijen
Perbiendabaraan di wilayah masing-masing setiap bulan.

¢ UAPPA-W melakukan rekonsiliast atas lapomn keuangannya

dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan setiap triwulan, Hasil

rekonsiliasinya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
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UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E] setiap
bulan

UAPPA-W menyampaikan laporan kenangan semesteran dap
tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Calatan
atas Laporan Kepangan

d. Unit Akuntansi Knasa Pengguna Aonggaran (UAKPA)

8. Untuk

[ ]

Setiap UAKPA wajib memproses dokumen sumber untuk
menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan  Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan alas Laporan Kevangan satuan
kerja

UAKPA yang ioenggunskan anggaran pembiaysap  dan
perhitungan, juga waiib momproses dokamen sumber untuk
menghasifkan Laporan Realisast Anggaran dan cafatan atas
Laporan Kevangan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

Setiap UAKPA waiib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran
dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada KPPN dan UAPPA-
W/ UAPPA-E]

UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
Hasiloya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsthasi.

UAKPA menvampaikan laporan keuangan semesteran dan labunan
bernpa Laporan Realisasi Anggeran, Neraca, dan Catstan atas
Laporan Keuangan

melaksanakan  SABMN, Kemenleriam Negava/Lembaga

membentuk Unit Akuptansi Barang terdiri dari ;

a. Unit

Akuntansi  Pengguna  Barang {UAPB ) untuk
Kementerian/Lembaga
UAPB  menyusun  Laporan  BMN  tingkat  Kementorian
Negara/lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN
dari seluruh UAPPB.EI di wilayah kerjanya
Laporan BMN kepada Menteri Keuangan <. Dinen
Perbendaharasn setiap semester
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» UAPE mclakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Dirjen
Perbendabarsan  c¢.q Direkiorat  Pengelolaan  Barang
Milik/Kelenyaan Negara setiap tahun

b, Unit Akontansi Pembanto Pengguna Barang - Esclon! (UAPPB-E1}

+ UAPPB-E1 menyusun Laporan BMN tingkat Eselon I berdasarkan
hasil penguabungan laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah
keranys, termasuk  UAPPA-W  Dekopsentrast  dan Tugas
Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya

o Lapoman BMN tingkat wilayah beseria ADK data transaksi BMN
disampaikan kepada JAPB setiap semester

» Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN juga
menjadi baban penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
tingkat Eselon I dan lampiran Laporan Keuangan

¢ Unit Akuntansi Pembants Pengguna Barang - Wilayah (UAPPE-W}
UAPPB-W menyusun Laporan BMN tingkat wilayah berdasarkan
hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB di wilaysh
kerjanya

& Laporan BMN tingkat wilaysh beserta ADK data fransakst BMN
disampatkan  kepads UAPPA-El  dan Kanwil Dirden
Perbendabarsan di wilayahnya masing-masing setiap semester

» Selain untuk memenuhi kebutuban manajenial, Laporan BMN jugs
meniadi bahan penyusunan Catslan Atas Laporan Keusngan
tingkat UAPPA-W dan lampiran Laporan Kenvangan

d.  Unit Akuntangi Kuasa Pengguna Barang {UAKPB}

» UAPB  menyosun Laporan BMN  tngkat  Kementerian
Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN
dari sehuh LAPPB-E] di wilayah kerjanya

» Laporan BMN kepads Menteri Keuangan c.g. Dirjen
Perbendaharaan setiap semester

o UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Dirjen
Perbendaharsan  ¢.q.  Direktorat  Pengelolaan  Barang
Milik/Kekayaan Negara setiap tabun
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Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi
SAPP adalah dirinci pada tabel Sistemn Akuntansi yaitu pada tabel 2.1

Tabel 2.1, rati Keuangan Sistern Akuntansi
Sistern Akuuiansi Jenis Laporan: Pengguna Laporan:
Laporan Arus Kas « Kepala KPPN
- Kepala Kanwil Ditien PBN
- Dirjen PBN
SAKUN - Menteri Keuangan
- Kepala KPPN
Neraca KUN ~ Kepala Kanwil Digen PBN
- Pirfen PBN
Laporan Realisasi - Kepata KPPN
Anggaran - Kepala Kanwil Ditjen PBN
- Digen PBN
SAU - Kepala KPPN
Neraca SAU - Kepala Kanwil Ditjen PBN
- Dirjen FBN
Laporan Realisast | - Kepala Kantor
Anggamn - Kepala Kanwil
- Kepsia Daergh
SAl - Pimipinan Eselon-I
- Menteri/Pimpinan Lembaga
Neraca SAl - Kepala Kantor

- Ka. Kanwil, Kepala Daerah
- Pimpinan Eselon-1
- Menteri/Pimpinan Lembaga

2.5.1.1.8istem  Akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

MNomor

171/PMEK5/2007  Pengganti Peraturan  Menken RI

Nomor:59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemoerintah Pusat

Berikut  ini
171PMK 8572007

Persturan  Menten

ringkasan  dari  Perateran  Menten  Kevangan Namor

penggantt

Keuvangan  Nomor

S9/PME O6/2005 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat yaitu berubahnya SABMN menjadi SIMAK BMN vyaitu :
1. Dockumen Sumber SAT terdiri dari :

a. Dokumen penerimasn

« Esthmasi Pendapatan yang dialokasikan
+ Realisast Pendapatan

Universitus Indonesia

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE Ul, 2008




a o

g

48

Dokumen pengeluaran

» Alokasi Anggaran DIPA, S8KO, dan dokumen lain yang
dipersamakan

+ Realisasi Pengeluaran

Memo Penyesuaian > jurnal koreksi dan jurnal aset

Dokumen Piatang

Drokemen Persediasn

Doloumen Konstruksi dalam Pengerjasn

Dokumen lainnya

2. Barsng Milik Negara { BMN}

g.

C.
d.

Barang Milik Negara (BMN) melipatl semua barang yang dibali atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah
Peroleban lainnya yang sah meliputi:
» Barang yang diperoich dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
» Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
» Barang yang diperoleh berdaserkan ketentuan undang-undang; atag
= Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh ketentuan hukum fetap,
BMN merpakan bagion dan asel pererintah pusat,
BMN meliputi uosur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnye, dan

aset bersejarah.

3. Prinsip-prinsip SIMAK-BMN

8.

Ketaatan

Disclenggarakan sisi peraturan perundang-undangan &  prinsip
akuntansi yang beriaku umuam,

Konsistensi

Dlaksanakan secara berkesmambungan sesuai dengan peraturon yang
berlalu.

Kemampubandingan

Dapat dibandingkan antar periode aluntansi.

Materialitas
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Mengungkapkan seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan,
Obyektif

Dilakukan sesuai dengan kesdaan yang schenamya.

Kelengkapan

Mencakup seluruh transaksi BMN vang terjadi.

4, Kelvaran SIMAK-BMN

a.

&

a o

@ o oo

-
H

Daftar BMN;

« Daftar Barang Intrakomptabel

+ Daflar Barang Ekstrakomptabsl

s Dafiar Barang Bersejarsh

+ Daftar Barang Persediaun

» Daftar Konstruksi Dalam Pengerjoan (KDP).
Kartu Inventanis Barang (KIR) Tanah;

Kartu Juventaris Bareng (KIB) Bangunan Gedung;
¥.artu Inventans Barang {KIB) Alat Angkutan Bermotor;
Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Perseniataan;
Daftar Inventaris Lainays (DIL);

Daftar Inventaris Ruangan (DIRY;

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBK?P);
Faporan Xondisi Barang (LKB

5 Dokumen Sumber SIMAK-BMN

a.

Saldo Awsl

Menggunakan catzlan dan atau Laporan BMN periode sebelumnya
dan apabila diperlukan, dapat ditakukan inventarisasi.
Peroleban/Pengembangan/Penghapusan

Berita Acara Serah Terima BMN,;

Buktl Kepemilikan BMN;

SPM/ 8P2D,

Kuitansi;

Faktur pembelian;

Surat Keputusan Penghapusan,

Dokumen lain vang sah,

I

Universitas Indonresia

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE Ul, 2008



50

. Kebijakan Akuntansi BMN

sebagal persediaan {aset lancar) apabila diharapkan segera dipakai atau
dimiliki untuk dijual dalam wakte 12 {dua belas) bulan seiak tanggal
pelaporan.

sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfast lebih dan 12 {dua
belag) bulan, untuk digunakan tidak dirnaksudkan untuk dijual >
Tanal, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan
Inringan; Aset Tetap Lainnya: serta Konstruksi dalam Pengeriaan,

" sebagai aget lain-lain apsbils BMN berupas aset telap vang sudeh

dikentikan penggunaan aktf pemerintah.

. Pengertian Persediaan adalah :

aset Jancar dalam bentuk barang ataw perlengkapan vang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintsh

barang-barang vang dimaksedkan untek dijual dan/atan discrabikan
dalam ranghks pelayanan kepada masyarskat.

Persedisan dapat melipu barang konsumsi, amunisi, baban untuk
pemeliharaan, suku cadang, persedisan untnk tyjuan strategis/berjaga-
jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah
jadi, tanah/bangunan untuk difoal atau diserahkan kepada masyarakat,
dan bewan dan tanaman uniuk dijpal atau diserahkan kepada

masvarakat

. Pengakuan & Pengukuran Persedizan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah

Pengukuran persediaan disajikan sebeosar:

s Biaya percichan = apabils diperoleh dengan pembedian,

*  Biaya standar > apabiia diperoich dengan memproduksi sendirl,

» Nila wajar - apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan

. Pengungkapan Persediaan

Persedisan disajikan di Neraca sebesar nilai monetemya

Dalam Catatan Atas Laporan Kenangan harus dinngkapkan :
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2.8.2 Standar Akuniansi Pemierintaban

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalare menyusun dan menyajikan laporan keusngan pemerintah,
Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunysi kekuatan hukuem
dalam upaya meningkatkan kualitas laporan Kevangan pemerniniah & Indonesia,
Selain menyusun SAP, KSAP berwenang mencrbitkan berbagail publikasi lainnya,
antara lain Interpretasi Pemyataan Standar Akantansi Pemerintahan (IPSAP) dan
Buletin Teknis.

SAP teleh disusun dengan berorientasi ke International Public Sector
Accounting Standars (IPSAS) vang diterbitkan oleh Internotional! Federation of
Acconntant Sclain itu dalam peayususannya, SAP juga telah dibarmonisasikan
dengan Standar Akuntansi Keuvangan (SAK) yang diterbitkan olch Dewan Standar
Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia.

Salah satu upaya konkrit untuk mewuiudkan transparansi dan akuniabilitas
pengslolaan keiwngan negar adalzh penyampaian laporan peranggungiawaban
keuangan pemeriniah vang memenuhi prinsip fepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuniansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, Hal
tersebut diatur dalam Undapg- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan
Negara yang mengyaratkan bentuk dan isy laporan pertangpungiawaban
pelaksanaan APBN/APED disusun dan disajikan sesual dengan standar akuntanst
pemerintahan vang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Ul No. | Tahun 2604
tentang Perbendaharsan Negara selanjutuya mengamanathan tugas penyusunan
standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditstapkan
dengan swatu keputusan presiden ientang Komite Standar  Akuntansi
Pemerintahan,

Sesuar amanat Undang-Undang lerschut di atas, Presiden menetapkan
Keputasan Presiden R Nomeor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan
Keputusan Presiden RY Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengantar Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 lentang Komite Standar Akunfansi
Pemerintaban, Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah
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dibentuk cleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
308/KMK.012/2002 tentang Komits Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan
Diaerah tertanggal 13 Juni 2002,

Pasal 32 Undangdindang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menetapkan babwa Standar Akuntansi Pemenntahan {SAF) disusun oleh
Komite Standar Akuntanyl Pemerintahan {(KSAP) yang independen. Pada tahun
2008 KSAP telah menyusun draft SAP yang kemudian ditetapkan dongan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20035 tentang SAP.

Basis akuntansi vang digunakan pada PP 24 Tahun 2003 tersebut adalah
basis kas unfuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan; basis akival unfuk aset,
kewalibar dan ckuites, aten secara kescluruhan dikenal sebagai basis “cash
foward aeerual”. Sementara itu pasal 70 ayat 2 Ketentuan Peralihan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaman Negara, menctapkan
bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
diterapkan selambat-lambatuya pada shun anggeran 2008,

Dalam mengantisipasi amanat tersebut, KSAP dalam tahun 2006 telah memulal
mengkaji, melakukan penelitian dan peinbahasan serta menyiapkan Draft Standar
Akuntangi Pemerintahan yang berbasis akrual berdasackan kesspakatan sementara
dari KSAP, Penyosunan Dvaft SAP vang berbasis akrual tersebut dilakukan secara
hati-hati dengan mempertimbangkan antara lain:

1. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2003 - cash fowards
accrual) baru saja diterbitkan dan belum scpenuhoya diimplementasikan ¢leh
pemerintah pusat maupun pemerintab daemah.

2, Draft  SAP  berbasis pkrual  tersebut | mengharuskan adanya
perubshan/penyempurnaan  pada  bidang perencanaan dan  penganggaran,
dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat ketentuan/peraturan di bidang
tersebut (misalnya keharusan untuk menganggarkan terhadap kewajiban-
kewajiban yang barus dibayar pada akhir tahun bulas).

KSAP terdid dari XKomite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintaban
{Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Alcontansi Pemerintahan (Komite
Keria). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atan pendapal dalam
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rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan
dar: menyustn konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tenfang Standar
Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah
tentang Standar Akuntansi Pemeriniah kepada Menterd Kevangan untuk proses
penctapan menjadi Perstoran Pomeriniab,

Standar Akuntanst Pomennishan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan
Pernerintah No. 24 talum 2005, SAP dinyatskan dalam bentuk Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintaban { PSAY ), dilengkapi dengan Pengantar Standar
Akuntansi Pemerintzhan dan  disusun mengacn kepada Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan,

SAP harus digunakan scbagai acuan dalam menyusun laporan kevangan

pemerintah,baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemermniah tentang Standar Akuntansi Pemerintaban selengkapnya
adalah sebagail berikut

Peraturan Pemennian Mo, 24 Tahun 2005 serdirt dari -

)
v

I ampiran | Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran I Kerangka Konsoptual Akuntansi Pemerintahan
Lampiran I PSAP 01 : Penysjian Laporan Kevangan
Lampiran IV PSAP 02 Laporen Realisusi Angparan

Lampiran V PSAP 03 : Loporan Arus Kas

Lampiran VI PSAT 04: Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran VII PSAP 05: Akuntansi Persediaan

Lampiran VHI PSAP 06: Akuntansi Investasi

Lampirap IX PSAP (7: Akuntansi Aset Tetap

Lampiran X PSAF 08: Akuntansi Konstruksi Dafam Pengeriaan
Lampiran XI PSAP 09: Akuntansi Kewsiiban

Lampiran XII PSAP 10 Koreksi Kesslahan, Perubshan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Lampiran XIl PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

W N R W N
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2.5.2.1.Berdasarkan Kerangka Konseptual dalam Pernystaan Standar
Akuntansi Pemerintaban { PSAP 04 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2005 tentang Catatan Atas Laporan Kenangan

Berikut int isi dari Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 pada Lampiran VI PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
yaitu bahwa ¢

I.  Ketentuan Umum

Pada PSAFP (4 paragraf 7 setiap Entitas pelaporan dikaruskan menyajikan
Catatan atas Laporan Keuvangan {CaLX) sebagai bagian vang terpisabkan dar
Faporan Keuangan untuk tupsan Umum, Laporan Keuvangan untuk toinan umam
adalah laporan vang dimsksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguns skan
informasi akuntans: heoangan vang lazim. Yang dimaksud dongan pengguna
adalah masyarakat, legislatif, lembags pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi
atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemeorintah,

Cal Kdimaksudkan agar laporan kevangan dapat dipahami oleh pembaca
secara luas, tidak tesbatas hanya pembace terfentu ataupun manajomicn entitas
pelaporan. Oleh karens ifn, Laporan Kevangsn mungkio mengandung informast
vang dapat memiliki potensi kesslahpahaman diantara pembaca. Unfuk
menghimdari kesalabpahaman, lapomn keuangan harus dibuat CalKyang benst
informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan,
{PSAP 04 paragraf &)

2. Struktur dan Isi

CalK harus disajikan secars sistematls. Setiap Pos daiam Laporan
Realisasi Anggaras, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi stlang
dengan informasi ferkait dalam Cal K. CalLK keuangan melipufi penjelasan atau
dafiar terinci atau analisis atas nilai suwatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporsn Arus Kas Termasuk pula adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianfurkan oleh Pemyatasn SAP serta
pengungkapan lainnva yang diperiukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya, (PSAP
04 paragraf 11)
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Pada PSAP 04 paragraf 13 babwa Catatan atas Laporan Kenangan menyajikan
informasi tenfang penjelasan pos-pos laporan kevangan dalam  rangka
pengungkapan yang memadai, antara lain;

¢ Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ckoromi makro,
pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

» Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahor pelaporan
Menyajikan informasi tentang dassr penyusunan laporan kevangan dan
kebijakan-kebijakan  akuntansi vang dipiih uontuk  diterapkan  afas
transaksi-fransaksi dan kejadian-kejudian penting lainnyva

» Mengungkapkan informasi yang dibarusken oleh Pemnyatean Stendar
Akuntansi Pemerintahan yang belum dz’sajécf;n dalam lembar muka
laporan kevangan,

» Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang mbuol
schubungan dengan penerapan basis akyual atas pendapatsn dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan pencrapan basis kas;

» Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan kevangan
Sehingga wntuk memudabkan pembaca laperan, pengungkapan pada

Catatan atas Laporan Keuaogan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik daftar
dan skedul atau bentuk lain yang lazim vang mengikhtisarkan secara ringkas dan
padat kondisi dan posisi kegangan eniitas pelaporan. (PSAP 04 paragraf 15},

3. Dasar Penyafian Laporan Keuasgan dan Pengungkapan Kebijakan

Akuntansi Kevnangan

Pada PSAY 04 peragral 34 bahwa dalam menyajikan Catatan atas Laporan

Keuangan, enfitas pslaporan barus meogungkaplkan dasar penyajian laporan
keuvangan dan kebijakan akuntansi.Sesuai  dengan Kerangka Konseptoal
Akuntansi Pemerintahau, asumsi dasar dalam pelaporan kevangan di hogkungan
pemerintah adalab anggapan yang diterima sebagai suato kebegaran tanpa periu
dibuktikan agar standar akentanst dapat diterapkan, vang terdid dar:

{a) Asumsi kemandirian entitas;

{b} Asums: kesinambungan entitas, dan
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{¢} Asumsi keterukuran dalam satuasn vang {monetary measuremeni}.

Asumsi kemandirian entitas berarti babwa setiap unit crganisasi dianggap sebagal
unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Iaporan keunngan
sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan
keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi int adalah adanya kewenangan
entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertangpung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar
neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokeknva, termasuk atas kehilangan
ataukerusakan aset dan sumber dava dimaksud, utanpg-pintang yang tecadi akibat
kepufusan entitas, serta ferlaksana Hidaknya program yang ielah ditetapkan,
Laporan keuangan disusun dengan aswmsi babwa entitas pelaporan akan berlanjut
keberadaannyz. Denpan demikian, pemerinteh diasumstkan tidak bepmaksud
melakukan likuidasi atas entitas peleporan dalem jangkas pendek. Laporan
keuangan entitas pelaporan harus menyajikas sefiap kegiatan vang diasumsikan
dapat dinilai dengan satvan wang. Hal ind diperdukan agar memungkinkan
dilakukannya analisis dan pengnkuran dalam akuntansi.

4. Pengguna Laporan Keuangan

Pada PSAP 04 paragraf 40 bahwa laporan kevangan mengandung
_ informast bagi pemakai van berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan
| karyawan. Pemakal penting lain meliputl pemasok, pelenggan, organisast
perdagangan, analis kewangan, calon investor, penjamin, abli siatistik, zhli
ekonomi, dan pthak yang berwenang membuat peraturan Para pemakai laporan
keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian
dari informasi yang dibwiuhkan, untuk membual penilaian, dan keputusan
keusngan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilzian secara andal
jika laporan keuvangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi
terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan,

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan kevangan dimaksudkan
agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan
tersebut merupakan bagisn yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang
sangat membanty pemakal laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan
yang tidak tepat atan salah digunskan untuk suatu komponen laporan realisasi
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anggaran, neraca, laporan arus kas, atan laporan lainnya terbias dari
pengungkapan kebijakan terpikihi.
5. Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuatkan
dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran phithan kebijakan yang paling tepat
akan menggambarkan realitas ckonomidan entitas pelaporan secara tepat dalam
bentuk keadaan kouangan dun kegistanDalam menyusun CalK perlu dijelaskan
mengenai Kebijakan Akuntansi yang mendasan pelaporan keuangan yang
disusun.

Pada PSAP 04 paragral 44 ada 3 pertimbangan penulihan untuk penerapan
kebijakan akuntansi vang paling fepat dan penyiapan laporan keuwangan oleh
manajemen; ‘

{a} Pertimbangan Schat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal terscbut seharusnya diskui

dalam penyusunan laporan keuangan. Sikep hati-hafi tidak membenarkan

penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
{by Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Transeksi dan kejadias {ain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai

dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, lidak semata-mata mengacu

bentuk hukum transaksi atae kgjadian.
{c) Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup

material yang mempengarubi evaloasi atau keputasan- keputusan.
6. Isi Kebijakan Akantansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi pada PSAP 04 paragraf 45 harus

mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang

digunaken oleh entitas pelaporan dan metode-metode pencrapannya yang
secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran,

Neraea, dan Laporan Arus Kas. Pengoogkapan juga bamus meliputi

pertimbangan-pertimbangan penting vang diambil dalam memilibh prinsip-

Pringip yang sesuat,
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Secara umum, pada PSAP 04 paragraf 46 kebijakan akuntanst pada Catatan

atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal benkut ini:

a. Entitas pelaporan;

b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

¢. Basis pengatkuran yang digunakan dalam penyusunan laporan kevangan;

d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan masa transisi Pemnyataan Standar  Akuntansi
Pemerintahan diterapkan oleh suaty entitas pelaporan;

e. setiap kebijaken akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memabami
laporan keuangan.

Pengungkapan Informasi yang dibaruskan oleh pemystaan Standar
Akuntansi Pemerintzhan yang belum disajikan dalam lembar muka Japoran
keuangan Hal ini diperiukan apabila terdapat informasi penting yang belum atan
tidak dapat disajtkan dalam lsporan keuangan.Penpungkapan informasi dalam
Catatan atas Laporan Ksuangan harug dapat memberikan informasi Jain yang
belum disajikan dalam bagian lain laporan kevangan untuk menghindari adanya
kesalahan dalam membaca laporan keuangan.

Pengungkapan Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kasPada PSAP 04 parsgraf 58 entitas
pelaporan vang menvusun Jeporan kewangan berbasis akrual atas pendapstan dan
belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewsjiben yang timbul
sehubungan dengan penerapan b#3is akrual den menyajikan rekonsiliaginya
dengan penerapan basis kas dan pengungkapan-pengungkapan lainnya.

Pada PSAP 04 paragraf 62 bahwa Catatan atas Laporan Kevangan jugs
harus mengungkapkan informast yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan
bagi pembaca laporan. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut
ini vaitu apabila belum diinformasikan dalam bagian roanaptn dari lapocan
kewangan, yathu
(a} domisili dan bentuk hukwm suatu entitas sema jurisdiksi tempat entitas
tersebut berada;

{b} peniclasan mengenai sifat aperasi oniitas dan kegiatan pokoknys,
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{&} keteptuan porundang-endangan vang  menjadi Rendasan kegiatan
operasionalnya.

Pada PSAP (4 paragraf 64 behwa Catatan atas Laporan Keusngan harus

mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

(a) Penggantian manajemen pemeriniahan selama tabun berjalan;

{b} Kesalahan manajemen terdahuly yang telak dikoreksi oleh manajemen bar;
{c} Komitmen alau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neracs; dan

{d) Pengzabungan alan perpckaran entitas tahun berjalen,

{v) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misainys adanya pemogokan yeng

harus ditanggulangi pemenntah.

Sehingga penpungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku schagai
pelengkap standar inl,

7, Susunan
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalsm memahami dan membandingkannya
dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan
biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

i Kebijakan fiskal/keuangan, ckonomi makro, pencapaian target Undang-

Undang APBN

i, Ikhtisar pencapaian kinegja keuangan;
i, Kebijakan aknntansi yang peating:

o Entitas pelaporan;

o Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

o Basis pengukuran vang digusskan dalam  pesvusense  laporan
keusngan;

o Kesesuainn kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterspkan dengan
ketentuan-keteptiuan Permystaas Standar Alkuntansi Pemerintahan oleh
suati: entitas pelaporan;

o setiap kebijakan akuntansi tertentu vang diperlukan untuk memahami
laporan kewangan.

. Penjclasan pos-pos Laporan Keuangan:
V. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Lapoman Kevangan,
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Pengungkapan informasi vang dibaruskan oleh Permyataan Stander
Akuntansi Pemermtahan yang belum disajikan dalam lembar muka
Laporan Keuangan,

Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsibiasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual;

Informasi tambaban lainnys, yang diperhukan seperti gambaran umum
dacrah,

8. Tanggal Efckdf

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintaban ini berlaku efektif untuk

laporan kevangan atos pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran muolai Tahun
Anggaran 2003 (PSAP 04 paragref 67)

2.8.2.2 Bexdasarkan Prinsip Stasdar Akuntapsi Kenangan (PSAK) No 1

(Revisi 1998)

Berikut ini merupakan isi dan penjelasan mengenai Cataten Atas Laporan

Keuvangan menurut Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 {Revisi

1998} pada paragral 6% sd paragraf 76 vaitu

1.

Strakiar

Pada PSAK No.l{Revisi 1998} paragraf 69 bahwa Catatan sias laporan

kevangan harus disajikan secara sistematis.Setiap pos dalam neraca Japoran
laba rugi den laporan arus kas harus berkaitas dengan informasi yang terdapat
dalarn  catatan atas laporan keuangan.Catatan atas laporan  keuangan
mengungkapkan mengenai :

a. Ioformasi tentang dasar pemyusunan laporan kevangan dan kebijukan

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi
yang penting;

. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tefapi tidak disajikan di

neraca,laporan laba rugi laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas;

. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
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Pada PSAK No.l paragrel 70 babwa Catstan atss laporan keuangan
meliputi  penjelasan paranf atau rincian jumiah yang tertera dalam
neraca,laporan laba rugi Japoran arus kas dan laporan perubaban ckuitas serta
informasi tambahan seperti kewayiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas
laporan kevangan juga mencakup infornasi yang diberuskan dan dianjurkan
untuk diungkapkan dalam PSAK serts pengungkapan-pengungkapan lain yang
diperiukan untuk menghasitkan penyalinn laporan keuangan secars walar,

Pada PSAK No.l paragraf 71 behwa dalam rangka membantu pengguna
laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengen laporan
kevangan pervsahaan lain,catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan
dengan uratan sebagai benkut
a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kehijakan akunlansi yang

diterapkany
b, Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai  wuian

sebagaimana pos-pos terscbut disajikan dalam laporan kewangan dan
urutan penyajian komponen laporan kevangan;
c. Pengungkapan lein termasuk kontinjensikomitmen dan pengungkapan
keuangan lainnya serta pengungkapan vang bersifat non keuangan.
Sistematika strukfur dzlam catatan slas laporan keusangan agar Iclap
dipertshankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.
., Penyajian Kebijakan Akuntansi

Pada PSAK No.l paragraf 72 bahwa bagian kebijakan akuntansi dalam

catatan stas lapomn keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Dasar pengukusan dalam menyiapkan laporan keuangan

b. Kebijakan skuntansi terfentu vang diperfuken guna memashami laporan
keunangan secara benar.

Menurut PSAK No,1 paragraf 73 bahwa pengguna laporan perlu
mengetahul dasar pengukuran yang digunakan{nilai historis,nikai pasar.nilai
realisast ,nilai wajar atau nilai sekarang } scbagai landasan penyiapan laporan
keuangan Apabils Jebih dari satu dasar pengukuran digunakan dslam laporan
kevangan maka informasi yang disajikan cukup memadsi untuk dapat
mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar penguluran
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tersebut. Selanjutnya ,dalam mencntukan apakah kebijakan akuntansi tertentu

harus diungkapkanmansjemen mempertimbangkan apakah pengungkapan

tersebut skan membantu pengguna Japoran memshami bagiamana transaksi

dan perisiwa lercermin dalam neraca dan laporan laba rugiKebijakan
akuntansi melipuii tefap tidak terbatas pada hal-hal scbagai berikut ;

&
b.
¢
d

€.

5o

fre find Tumrn -t
H

= T R BB

5.

%

. Pengakuan pendapatarn;

Prinsip-prinsip konsolidasi;

. Penggabungan usabha;
. Joint venture;

Pengakuan beban termasuk melode penyusian atau amortisast aset
berwujud dan aset tidak berwajud,;

Kapitalisasi biaya pinjaman dan pengoloamn lainnya;

Kontrak koastrukst;

Properti investast;

Instrumen keuangan dan investasi;

Sewa;

$Biaya riset dan pengembangan;

Persadiaan;

. Paiak termasuk paiak tangguhan;

Penvisihan;

Imbalan kerja;

Penjabaran mata uang asing dan lndung nilailredging);

Definisi  segmen usaha dan geografis serta dasar alokasi  biaya
antarsegnen;

Befinisi kas dan setara kas;

Akunmansi inflasi; dan

Hibah pemerintah.

3. Pengungkapan Lain
Menurut PSAK No.l paragraf 74 bahwa perusahaan mengungkapkan hal-hal

berikot im jika tidak diungkapkan pada bagien manapun dari informasi yang

dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan :
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g, Domusili dan  bentuk  hokum  perusabsannepgara  tempat  pondinian
perusahsan,alemat kantor pusat perusahasnseria lokasi ntama bisnis jika
berbeda dari lokasi kantor pusat;

b. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama perusahaan;

¢. Nama perusahaan dalam grup,perugshsan asosiasiinduk perusahasn dan
perusahaan holding,

d. Nama anggpta direksi dan komisanis; dan

e, Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumiah karyawan selama
periode yang bersangkutan.

Pada PSAK No.{ paragraf 75 dijelaskan bahwa untuk setiap jenis pinjaman
atau pencrbitan surat berharga (efek) yang bersifat wang dalam mata uveng
ssing, perusahaan harus mengungkapkan informasi berikut
a.  Karaktenstik umum dart setiap pinjaman dan surat berharga yang bersifat

utang termasuk informast mengenai suku banga dan nama kreditor;

b.  Nilai nominal dalam mata uang ssing Jangka wakiu pinjaman tangpal jstub

tempo dan jadwal angsuran dan pembayaran;

Dasar konversi utang menjadi efek lain jika pinjaman dapat dikonversi;

e n

Nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca;

Jaminan kredit;

&

f. Hal penting lain misalnya persyaratan kredit tidak dipenuhi,

Apabila swatn PSAK diterapkan scbehum langpgal efektf dan pencrapan
lebih dint tersebut dilakukan sesuat dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan
tersebut,maka fakia tersebut haves diungkapkan. (PS4K No 7 paragraf 75}

4. Tanggal Efektif
Pornyatasn ini berdaku efektif entuk penyusunan dan penyajian laporan
¥euangan yang mencakup pericde lapotan vang dimulad pada atau sctelah
tanggal 1 Januari 1995 . Pansrapan lebib dini dianjurkan.
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BAB I
METODOLOGI PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN

3. 1.Metodologi Penelitian
3.1.1 Metode Penelitian

Dalam penehitian digunakan stodi kasus {single case ytudy} vang sifatnya
deskripttf pada "Dhirektorat Jenderal Mandikdasmen” Penelitian akan dilekukan
dengan metode desknptif, yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Divektorat
Jenderal Mandikdasmen menerapkan Penyusunan Laporan Keoanpan vang
disusun dengan pendekatan kinefjaartinya yang megjadi indikator keberhagilan
pelaksanaan  anggaran adalah hasiewipus) dan manfaat (owicome).Quiput dan
outcome terscbut merapakan tolok ukur dan perwnjudan keberbasilan visimisi
dan tugas pokok dari unit pengguna anggaran,

Untuk melaksanakan metode penclitian deskriptif ini, peoulis menerapkan
metode survey guna memperoieh dats primer dan pengumpuian informasi yang
berasal dan Direktorat Jenderal Mandikdasmen guna dilakukan penelaahan.

3.1.2 Objek dan Subjek Penelitian

Populasi yeng dipergunakan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup
keria Direktorat Jenderal Mandikdasmen.

Metode pengambilan sampel yang akan dipergunskan dalam penelitisn ind
adalah  metode  vang  dipilih  berdesatkan  pertimbangan-perfimbangan
tertentu,yakni vang berbubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam
menctapkan dan mencrapkan Femyusupan Laporan Keuangan vang disusun
dengan pendekatan kinerga.

3.1,3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua metede yaito:

1. Studi Lapangan yaitu penelitian vang dilakukan dengan terjun
langsung di lokssi penelitian di Direktorat Jenderal Mandikdasmen untuk
mendapatkan deta yang dibutubkan |
Penelitian lapangan dilakukan denpan observasi dan melakukan wawancara.

a. Wawancam
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Wawancara dilakukan dengan para responden yapg terkait langsung untuk
mendapatkan informasi,opini dari para pejabatpetugss atau pihak intemal
yang terkait dengan masalsh yang direlitiPars responden yang
diwawancarai adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaksanaan
Anggaran dan pars operator Tim Ristern Akuntansi Insiansi di lingkungan
Setjdijen Mandikdasmen. yaitu para gtaf Bagian Ksuangan yang bertugas
untuk menginput datz SAL

. Observasi

Observasi dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pencrapan
penyusungn  laporan Laporan Kepangan dalam penempan Sistem
Akuntans: Instansi SAF di lingkungan Direktorat Jendera! Mandikdasmen.,
Hasil observasi dan hasil wawancara berupa informasi dan opini dar
responden tersebut akan dilakukan analisis untuk meniswab permasalahan
yang ada, kemudian dituangkan dalam bab pembshasan.

Studh Pustaka yaito penelitian dilskukan untuk mendapatkan landasan teor
dan bahan anzlisis pembahasan denpan cara mengumpulkan dan
mempelajari berbagai referensi ataw literatere yang ada berupa buku-
buku,buku pedomancatatan-catatan/laporan  teriulis  yang terdapat di
perpustakaan atan maoltimedia,yang berkaitan dengan masalah  yang
ditelii. Peneliti juga melaknkan penclaashan dan menganalisis atas dokuraen-
dokumen yang dimiliki oleh ” Direktorat Jenderal Mandikdasmen”,

32 Objek Penelitian N
3.2.1. Profile Divekiorat Jendersl Mandikdasmen .

Berdasarkan Perataran Presiden Nomor 10 mhun 2005, yang telah
disempumakan dalam Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2005 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Exelon | Kementerian Negara Republik Indonesia, Ditjen

Mandikdasmen adalah salah satu Direktorat Jenderal di Departemen Pendidikan
Nasional (Depdikmas). Direktorat Fenderal lainnya adaleh Digen Pendidikan
Tinggi, Digen Pendidikan Pendidikan Luar Seckolah, dan Ditjen Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pada jajaran yang sema Depdikaas
memiliki Sekretariat Jenderal, Inspekiorat Jenderal, dan Badan Pengembangan
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Pendidikan, Ketujuh lembaga ini dinamakan unit utama Depdiknas, memiliki

kedudukan yang sejatar dengan tugas vang berbeda,

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional, Peraturan Presiden nomor 10 ishun 2008, dan Permturan Menteri nomor
14 tabun 2005, Diten Mandikdasmen memiliki tugas pokok dan fongsi berikut:

1.

Memfasilitasi perneriniah daerah mengembangkan pendidikan dasar dan
menengah menengah di daerah maging-masing

Melakukan koordinasi dengan berbagal instansi pada tingkat nasional
untuk pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah .

Bersama-sama  dengan  Pemerinfah  Dacrsh  memantan  pelaksanaan
program nasional pendidikan

Melakukan evaluasi dampak (impact evaluation) kebijakan Ditien
Mardikdasmen di bidang pelayanan pendidikan dasar dan menengah
Menyediakan perangkat yang diperlukan untuk memberikan pelayanan
pendidikan kepada daerah, sekolah, dan masyarakat mengenat aspek-aspek
pelayanan pendidikan bermut

Menetapkan kebijakan nasional mengenai pelayanan pendidikan dasar dan
menengak yang berlakn untuk sehwob wilayah NKRI

Menfasilitasi, membine  dan  moelaksanckan pengawasan  dalam

penyelenggaran disentrahisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

3.2.2 Visi dan Misi Depdilknas

Sesuai dengan penjelasan UJU No, 20/2003, dan juga telah dikatip dalam

Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 visi dan misi pendidikan
nasional diromuskan sebagal berikut:
1. Visis

“Terwnjudnya insan Indonesia cerdas dan kompetifif 2025" ogor sesuai

dengan Visi Depdiknas .

Visi nasional pendidikan adalah twerwujudnya masyarakat Indonesia vang
damai, demokratis, burkeahlian, berdaya saing, maju dan sgjahiera dulam
wadah Negaras Kesatuan Republik Indonesia didukung oleh manusia vang
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sehat, mandiri, beriman, berfaqws, berakhlak mulia, cinta tanah  air,
berdasarkan hukum dan lingkungan, menguassi dmu pengetahuan dan
teknologi, memiliki ctos kerjz yang tinggi seria disiplin
2. Misk
Untuk mewijudkan visi pendidiken nasional tersebut ditetapkan misi
pendidikan nasional berikut:

a. Meagupayakan pemoerataan dan perluasan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermuty bagt seluruh rakyat Indonesia.

b. Membantu danmenisilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara
wivh sejak usia dini sampat akhir bayat dalam rangka mewnjudkan
masyarakat belajar;

c. Meningkatkan kesiapan dan kualitas proses pendidikan  untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yvang bermoral;

d. Meningkatkan keprofesionalan dan kuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai  pusat pembudaysan  dan  pengetahuan, ketsrampilan,
pengalaman, gikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
dan

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam  penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

3.2.3  Visi dan Misi Direktorat Jenderal Mandikdasmen,
i, Visi Ditjen Mandikdasmen

Visi Ditien Mandikdasmen dirumuskan sebagai berikt:

“Terwnjudnya pendidikan dasar dan menengoh bermutu untuk kekidupan
yang cerdas @lay dasar kepribadian dan ckhiak mulia bagi sehouh anek
bangsa

2. Misi Mandikdasmen
Misi Ditjen Mandikdasmen adalah:
a. Meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah

yang hermniy
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b. Membantt/membimbing satuvan pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermute .
¢. Menjalin kerrasama yang efekiif dan produkiif dengan pemceringah daerah
dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinasn pendidikan dasar
dan menengah yang bermuty
4. Membantu pemerintah deerab menyediakan sarana dan prasarana belajar
pendidikan bermutu
¢. Melakukan inovasi dalam mengembangkan sistern  penyelenggaraan
pendidikan bermutu dan akuntabel
f. Merintis pengembangan hingkungan sckoiah sebagai pusat pengembangan
budaya (g centre for cultural development}
g Mengembangkan sisfemn pelayacas khusus untuk peseris didik yang
beradn dalam konteks sosisl, ckonomi, dan kondisi peografis kKhusus
h. Menfasilitasi dacrah dalam penyusunan arsh, pembimbingan, pengaturan
dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar dan
menengah .
3.2.4  Straktur Organisasi Ditjen Mandikdasmen
Berdasarkan Peraturan Menteri Diknas Nomor 14 fahun 2005 tangpal 3
Agusing 2005, Digen Mandikdasmen terdini dard sato Sclkratariat Ditien dan 3
Divekiorat, vaite:
a. Sckertariat Direlcorat Jenderat;
b. Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekelah Dasar;
¢. Dircktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
d. Direktorat Pembinaan Sekolabh Meneogah Atas;
¢. Direktorat Pembinaan Szkolak Menengah Kejuruan;
f. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Struktur & atas merupakan hasil porubaban stroktur orgavisasi Depdiknas,
Digen Mandikdasmen dihasilken scbagai hasil pengembangan dari Ditien
Dikdasmen yang memiliki saty Sekretariat Digjen dan 6 direkioral, yaitu:
Direktorat TK/SI), Direktorat SMP, Direktorat SMU, Direktorat Dikmenjur,
Direktorat  Pendidikan  Luoar  Biasa, dan  Direktorat  Tenaga
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Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan tidak lagi berada di bawah
koordinasi Difjen Mandikdasmen. Berdasarken Keputusan Menteri Pendidikan
Masional nomor 317072005 tenggal 18 Maret 2005, Direktorat Tenaga
Kependidikan dipindahkan Direktorat Jenderal bars yaitu Direktorat Jendernl
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tesaga Kependidikan, yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis
di bidang peningkatan mulu pendidik dan temaga kependidikan. Nama-nama
direktorat yang berada di bawah pembinaan Ditjen Mandikdasmen pun berubah,
disesuaikan dengan pamsa satuan pendidikan terscbut yang ditetspkan dalam
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
tertihat pada tabel 3.1 ini.
Tabel 3, 1.8truktur Orpanisast Ditjen Mandikdasmen

A S AT T TR
R Tear il e faflah A E mma&«mimv Fresacfratdim 11 SN LR AR mesrvg o b
FF Ve renemrynct i brras #Fy, 30 RN 3

1 Ditifen.

T e )

Mengacu pada perubaban tersebut di atas, telgh dikeluarkan Peraturan
Mendiknas nomor 14 tshun 2005, tanggal 3 Agusius 2005, yang menetapkan
babwa Direktorat Jenderal Mandikdasmen mervpakan direkiorat jenderal
pembinaan, dengan penekanan pada bidang manajomen. Perubahan tugas dan
fungsi ini selaras dengan perobahan dalam fata pemerintahan nsgaes Republik
Indonesia yang smemberikan wewepang kepada pemerintah deerah untuk
penyelenggarsan pendidikan. Dengan demikian, fugas pokok dan fungsi
Direktarat Jenderal Mandikdasmen ini lebih terfokus pada aspek manajemen

sual  dengannamanya.
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3.2.5 'Tuagas pokok dan Fungsi Ditjen Mundikdasmen
Mengace pada Pemturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dun Menengah, Departemen Pendidikan Nasional,
tugas pokok Difjen Mandikdasmen adalah “merumuskan serta melsksanakan
kebifakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendudikan dasar dan
menengah”
Berdaswrkan Permen Dikmas nomor 14 tahun 2005, fungsi Ditfen
Mandikdasmen adaiah:
a. Penyiapan perunusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan
dasar dan menengah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mapaiernen pendidikan dasar dan menengah;
c. Penyosunan standar, porma, podoman, keiteria, dan prosedur di bidang
manajemen pendidikan dasar dan menengah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mangjemen pendidikan
dasar dan menengah;

&, Pelaksansan urusan adminisirasi Direktorat Jenderal,

3.2.6 Arah dan Strategi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembangunan Pendidikan Dasar dun Menengah sccara masional diarahkan

kepada tiga pilar program, yailu

1. Pemerataan dan periuasaan akses untuk memperoleh Pendidikan Dasar dan
Menengah;

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pada jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah.
Untok mencapai sasaran tersebut maka strategi pengembangan pendidikan

dasar dan menengah dibagi atas 4 periode

a. 2005 - 2010 : Peningkatan kapasitas dan modernisast: pemerataan
akses, puningkatan IPM, dan penggunsan 1CT
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b. 2010 - 2015 : Penguatan pelayanan untuk meningkatkan mufu dan daya saing
dalam pelayanen pendidikan yang semakin besar, desentralisasi fiskal dan
ptonomi daerah yang semakin dewasa.

¢. 2015 ~ 2020 : Daya saing regional: pengembangan mutn dan pelayanan
pendidikan dasar dan menengah yang memiliki daya saing pada tingkat
ASEAN

d. 2020 — 2025 : Daya saing internasional: pengembangan mutu dan pelayanan

pendidikan dasar dan menengah berkelas internasional

3.2.7 Laporan Keuangan Direkiorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah

Penyusunan lsporan keusngan Dirckiorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah mengacu pada Peraturan Menteri Keuwangan nomor
SHPMEKL06/2008 tentang Sistem Akuntansi Iestansi (SAI) dan Pelaporan
Keusngan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direkiorat Jenderal Perbendaharaan
nomar: PER-Z4/PBA2006 tentang Pelaksanaan Penvusunan Laporan Kenangan
Kementonian Negara/Lembaga 31 Desember Tahon Anggaran 2007, Informasi
vang disajikan 4 dalammya telah disusun scsuai kelentuan perendang-undangan
yang berlaku Penyusunan Laporan Keuangan ini dibarapkan dapat meningkatkan
akunmabilitas publik.

Berdasarkan Pemturan Menteri Keuangan Nemor : 59/PMK.06/2008
tentang  Sistemn Akuntansi dan Pelaporan Kenangap Dircktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah scbagai Penanggung Jawab UAPPA
Eselon 1 mompunyai topss antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
kevangan berupa Laporan Realisasi Angearan, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Rewangan, Penyajian laporan ini mergpakan perwejudan pertanggungiawaban
atas penggunaan anggaran dan barang pada Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah

Laporap Keuangan ini teleh disusun meliputi laporan keuangan seluruh satker
pusat dan satker dasrah (Dekonsentrasi) serta disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Siandar Alkuntansi Pemerintahan
(SAP).
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Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara
anggaran tabun 2007 dengan realisasinys, mencakup unsur pendapatan dan
belanja Jumlah realisasi pendapatan negara dan hibah untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2007 adalah scbesar Rp 34.800.108.530,~, Jumish ini
berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan
dalam negeri yang berasal dan kantor pusat dan satker daersh.Pendapatan
yang terbesar adalah berasal dari pendapatan lain-lain yang bersumber dari
penerimaan atas pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yaitu sebesar
Rp 28.151.862.225,-. Kontribust pendapatan yang terbesar adalah Provinsi
Papua dengan pendapatan sebesar Rp 26.806,079.825,- yang berasal dari
pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu karena pada akbir anggaran
terdapet banyak kesalahan entry dolam penginputan data SAI . Feslisasi
belanja THrektorat Jenderal Mandikdasmen untuk pericde yang berakhir 31
Desember 2007 adalah  sebesar Rp 19.373.174.428.463,- atau  mencapal
96,22 % terdapat pada tabel 3.2 ini.

Tabet 3.2
Reslisasi Anggaran Kantor Pugat dan Dana Dekonsentrasi
Angtraran
§
o SATKER M s Realisasi Persen
1{Kantor Pusat 5540322328000  SEUGA7ZI0G000] 5233268024807 1 B1U%
2|Dana Dekonsentiasi | 14.314.198002000 | 1420208002000 | 1407BRB5A04566 | BB.8%
JUMLAH BEASHA0000 | IR0 1937397448483 85.2%
A1, Realisasi Anggaran Kantor Pusat
Realisasi  anggaran pada XKaotor Pusat Direktorat Jenderal

Mandikdasmen berdasarkan Jesis belanja untuk periode yang berakhir 31
Desember 2007 terdapat pada tabel 3.3 im.
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Kantor Pusat per Jenis Belanja

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE Ul, 2008

NG| JERIS HEGIATAN AHGEARAN REALISHSI PERSEN]
153 03 £

1iFagaws Gn.SEE L NN 82004 B2 602 | 91,5450
2dprang AGES1R.547 000 797.378.003. TH7 81, 815%

2 Moda 60,044 574,000 66,005,887 550 | ns sow
4]Bantuan Sosial ATE? 387 378000 4.347.998 871156 { 01 01%
Juminh 5805 477,198,000 5,254.280.024. 057 | 91, 19%
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A.2. Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi

Rincian untuk realisasi anggaran dana  dekosentrasi dani 33 propinsi
berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember terdapat
pada tabel 3.4 ini.

Tabel 3.4
Realisasi Angearan Dana Dekonsentrasi per Jenis Belanja
RO | JEHIS KEGIATAN ARGHARAN REALTERET PEESEN
{Bp iRy

$ Ifesnawnl $1.431.385 008 48746102300 | 90 80%
2iBarong 551.666,261,000 439685307018 | #151%
3intcast 1,808,000 600 708,560.754 | a2 48%)
4{Bantan Soslal 13724.607.448.000 | $3ERT 746.434.484 | 98.95%
Jusriinh 14,529 200 002,000 | 13078 008.404.566 | 98,257

B. Neracs
Neraca ind adalah lapotan vang berisi informasi mengens: posisi kenangan
yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ckuitas dana yang dimikiki oleh
Dircktoral Jenderal Mandikdasmen sampai dengan tanggal pelaporan vaitu
per 21 Desember 2007 Aset por 31 Desember tahus 2007 adalah schesar
Rp. 667.271.191.469,- yang terdin dari:
= Asetlancar sebesar Rp. 3.422.111.164,-
+  Agel tgtap schesar Rp. 663.849.080.305.
Furalah  kewajiban per 31 Desember tahun 2007 adalah  sebesar Rp.
3.304.835.501,~. Meyupakan kewajiban jangka pendek.
Jumlah ckuitas dana per 31 Desember tabun 2007 adalsh  sebesar Rp.
£663.966.251.508,- terdiri dari ekuitas dana fancar Rp. 117.171.603,- dan
ckuitas dana investasi dalam aset tetap scbesar Kp. 863.849.080.303-
C. Catatan Atas Laporan Kenaogan
Penyusunan (Cal.K atas Laporan Kinerja Keuvangan dalam penerapan Sistem
Akuntansi Instansi menyajikan informaesi tentang penjelasan pos-pos laporan
kepangan dalam rangka pengungkapan vang memadei antara lain mengenat dasar
penyusunan laporan kepangan, kebijakan akuntansi, kejadizn penting laionya, dan
informasi tambahan yaog diperlukan,
Dalam penyaiian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diskoi
berdasarkan basis kas, yaite pada saat kas diterima atan dikcluarksn oleh dan dan

Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas
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dana diakui berdasarkan basis akmal, yaitu pada saat diperolehnya hak atag aset
dan timbulnya kewajiban tanps memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dikeluarkan oleh dan dann KUNL
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1, Penyusunan Laporan Kenangan Pada Ditjen Mandikdasmien

Laporan Keuangan digonakan sebagal dasar pengambilan keputusan,
maka laporan icéuangan pemerintab harus disajikan tepat waktu dan andal. Selain
im laporan kevangan perlu dilengkapl dengan pengungkapan yang meroadai
{diselosure) mengenai informasi-informast yang dapat mempengaruhi keputosan,

Laporan Keuangan fahun anggaran 2007 ini sebagai salah sam wujud
trausparansi dan akuntabilitas, sebagaimans diamanatkan dalam tata kelola yang
baik {govd governance). Sedapgkan tujuan Catatan atas Laporan Xeuangan adalah
menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuvangas dalam rangka
pengungkapan yang memadat.

Dalam CalK Ditien Mandikdasmen Depariemen Pendidikan Nasional untuk
periode yang berakhir 31 Desember 2007 Tahun anggaran 2007 dijeleskan
mengenai :

I, Pendabuluan yang terdin dari
a. Dasar hukum
b. Prosedur penynsunan laporan kenangan
2. Kebijakan Akuntansi vang terdin dart
a. Pendapatan
b. Belanja
¢. Aset
4. Kewajiban
e. Ekuttas dana
3. Ringkasan Laporan terdid dari
2. Anggaran Belanja dapn Estimasi Pendapatan
b. Realisasi Pendapatan dan Belama
c. Neraca

75
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4, Penjelasan atas pos-pos Laporan Kealisasi Anggaran terdiri dari @
a. Pendapatan
b. Belanja terdiri dari pelaksanaan realisasi belanja
¢. Hambatan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5. Penjelasan atas pos-pos Neraca berisi
. Kas di Bendahara Pengeluaran
Persediaan
Aset Tetap
Uang muka dart KPPN
Ekuitas Dana lancar
Fkuitas Dana Investasi

® Mmoo 86 o

Hambatan atas pos-pos Neraca
6. Informasi Tambahan dan Pengungkapan lainnya yang berisi :

a. Informasi tambahan

b, Pengelolean Rekening Miltk Kementerian Negara/Satoan kenja

¢. Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Berikut ini merupakan gambaran dari Catatan atas Laporan Keuangan
Ditjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional untuk perode yang
berakhir 31 Desember tahun anggaran 2007 yaitn sebagail salah sate wujud
transpamnsi dan akonmbilitas, scbagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang

baik {good governance} yang terdin dan
I, Pendaholuan
a.  Dasar Hukum

o Undang-Undang Nomor F Tahon 2004 Tentang Perbendaharaan

MNegara;

¢ Peraturan Pemerinteh Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar
Alkuntansi Pemermishan;

* Peraturan Pemenntah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dasrah;

» Peraturan  Pemerintah MNomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan

Kanangan dan Kinerja Instansi Pemerintaky;
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» Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tabun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

s Peraturan Mentern  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
S9/PMEK 06/2008 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintzh Posat;

» Peraturan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
13/PMK.06/2003 tentang Bagan Perkiraan Standar;

» Peraturan Direlktur Jenderal Perbendaharaan No. PER. 24/PBA2006
‘Tentang Peoyusupan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/T.embaga.

» Permendiknas No 31 tentang Penetapan Unit Akuntansi dan
Pelaporan Kevangan di Lingkuungan Depdiknas.
b. Prosedur Penyusunan Laperae Keugngan,

Dalam prossdur penyusunan Laperan Keuvangan ini dilmformasiken
mengenal keseluruban jumiah transaksi kevangan pada Satuan kesia pusat
sebanyak 6 unit dan satuan keja dana dekonsentrast 33 unit yang tersebar di
33 Propinst mencakup seluruh transaksi kenangan yang diingkop UAPPA-
E1 Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang berasal dari dena APBN semula
sebesar sebesar Rp. 19.834.520.420.000,- dan direvisi menjadi sebesar Rp.
20.134.775.287.000,~.

Selanjutnya pada, UAPPA-E] 31 Desember tahun anggaran 2007,
Direktorat Jenderal Mandikdasmen melakukan cara-cara perbaikan laporan
kinerjanya dengan bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian
laporan kevangan dart 39 satuan keria vang terdin darf 6 unit dan satuan
kerja dana dekonsentrasi 33 unit yang tersebar di 33 propinsi dengan
melakukan  penyusunan  Laporan  Keuangan  Direktorat  Jenderal
Mandikdasmen terdirt dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan
stas Laporan Keouangan, vang disusun secara  sentralisasi  dengan
mengennakan Sistemn Akuntansi Instansi (SAD vang  terdiv dard Sisken
Akuntanst Kevangan {8AX) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
(SA-BMN).
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2. Kebijakan Akuntansi
Dalam kebijakan akuntansi ,basis akuntangi yang digunakan dalam laporan
keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja
dan basis akrual untuk pengakuren aset, kewajiban, dan ekuifas dang,
i. Ringkasan Laporan

Ringkasan laporan pada Laporan KeuanganDirektorat  Jenderal

Mandikdasmen adalah:

a. Anggaran belanja dan estimasi pendapatan selama periode tahun
anggaran 2007 Dirckiorat Jenderal Mardikdasmen mengelola
anggaran belanja  sebesar
Rp 19.854.520.420.000,- dan pensmbahan anggaran sebesar Rp
280,254.867.000,-sehingga anggaran belanja meningkat menjadi Rp.
20.134.775.287.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan satuan
kerja dikingkup Direkiorat Jenderal Mandikdasmen

b. Realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir tangeal 3] Desember
2007, terealisasi schesar Realisasi pendapatan yang berakhir pada tanggal
3] Desember 2007, sebesar Rp. 34.800.108.530 ,- jumiah tersebut terdiri
dari Kantor Pusat sebesar Rp. 4.782.737.790 ,-dan Dekongentrasi sehesar
Rp. 30.017.370.740,- Razlisast Belanja vang beraklur pada tanggal 31
Desember 2007 adaleh sebesar Rp.19.373.174.420.463,- atau 96.22%
dari total anggaran

¢, Neraca Direktorat Jenderal Mandikdasmen per 37 Dasember tahun
anggaran 2007 terdinl dari:

 Aset per 31 DPesember fahun 2007 adalah sebesar Rp
667.271.191.469,-  yang  terdid  dargset  lamear  sebesar
Rp.3.422.111.164 - dan aset telap scbesar Rp. 663.849.080.305-

e Kewajiban per 31 Desember tzhun 2007 adalah  secbesar Rp.
3.304.939.561,~ Merupakan Lkewajiban jangka pendek.

¢ Ekuitas dare per 31 Desember tahun 2007  adalah  sebesar Rp.
663.956.251.908,- terdin dan ckuitas dana lancar Rp. 117.171.603,-
dan chkuites dana investssi  dalam asgt tetap sebesar Rp.
663.849.080.305.
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4. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a, Peadapatan

Rincian Realisasi pendapatan berasal dari Penerimazn Negara Buokan
Pajak (PNBP) untuk tahun anggaran 2007 sebesar Rp.34.800.108.530,-
dituangkan dalam  tabel yang menginformasikan mengenai ;  kode
satker,satoan kega pendapatan,pengembalian pajak dan pendapatan neto dari
6 satuan kepa pusat dan 18  satusn kema propinsiRineian Realisast
Pendapatan Dari PNBP atas tabel | sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.
b. Belanja

Pelaksanan Realisasi Belanja depgan mempertimbangkan prinsip-
prinsip penghematan dan efisiensi, namun fetap menjamin terlakssnanya
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kega
Kementerian Negara/Lembaga. Pengembalian belanja merupakas dampak
diterapkaunya konsep of cos! dalam pelakassnasn anggaran schinggs
terjadinya pangurangan pada belanja barang perjalanan dan belanja bantuan
sosial yang sudah disalurkan tetapt tidak tsrserap.

Selanjumys untuk menginformasikan Realisasi Belanjs dapat dilibat
dalam febel yang menginformasikan mengenai :Rincian Anggarsp dan
realisasi belanja per jenis satwan kemge ditwangkan dalam tebel 2 yang
menginformasikan  mengensi  kode  satkeranggaranrealisasiinef) dan
presentase dari 6 satker pusat dan 33 satker dekon pada Lompiran 2.

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan  prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-
kegiatan® sebagaimana vang tfelph ditetapkan dalam Rencana Kerja
Kementerian Megara/lembaga Rincian Anggaran dan realisasi belanja per
jenis dapat dilihat dalany bentuk tabel 4.1dan diongkapkan pula dalam benjuk
pie disgram 4.1 beriknt ini :

: Tabel 4.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Eselon 1 Per Jenis Belanja
HO | JENIZ KEGIATAN ANGOGARAN REALIBASI PERSEN

Ry [

T Povsirad 441 843 887 000 125,850,768 84¢ 3%
ZlBarang 1,470,154 826,005 Ti267.084,310 80 T
b3 | 70,837 G¥ 4. 000 88 734,348, 30 5, 45%0
élﬁa%uan Soskal 15, 501.058 848,500 17.828 400 FEG5 862 6. 81 %
SLUMLAH 20,424,705, 207 GO 18,372 B3E, 061 AT 5. 22
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Pie Diagram 4.1

Raealisasi Belanja Esclon 1 Per Jenis Belanja

80

REALIDARI BEL AN S EFELON I
FEE NG AR A

[T PRETERAA] e BARATIG £ ADTIAL G LA BOaAL

e AL A |

Belanja Moda! adalah pengelusran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lefinya yang memben manfaat lebih dan satu  pencde

akuntansi.Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan

tanah,pedung dan bangunan peralatan dan aset tak  berwajud Realisasi
Belanja Modal dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.2 dan diungkapkan pula
dalam bentek pie diagram 4.2 beriknt ind :

Tabel 4.2
Rincian Realisasi Belania Modal

BODE URAAN ANGLRARMAN REALIZASE PERGEN
MAN BELANDA SETEL A REVIEE BELANJA
533111 1TAR AN 44, 000 G183 400 - e
SAZT1IPEFRALATAN MESH A%.078. 684,600 445915580 008 .49
5339 11T GEIAINGE BANGUNAN 14 660, 395 400 13. 425,878 154 81,42
5341 53] JARINGARN 50&&?.&00 a4.390. 000 B GE
535111 |FISIC L AINNYA I0L5T8 TG Q00 0.465.790. 750 a8 .9y

TOTAL 24 530667000 H7.621.557. 000 o800

Pie Diagram 4.2
Realisasi Belanja Modal

Roalnast Boaiania Moonl

[ B
(] [} r

e

WL Y

}

Belanja bantuan sosial merupakan pesgeluaran apggaran wnmk

pemberian bantuan dalam bentuk vang danfatau barang kepada masyarakat

vang berfujvan untuk peningkatan Kesegjahtersan masyarakat Realisasi
Belanja Bantuvan Sosial dapat dilibat dalam bentuk tabel 43 dan
diungkapkan pula dalam bentuk pie diagram 4.3 berikut ini :
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Tabel 4.3
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial
RO URMAN ANGEGARAN REALISAS FERSEN
MAX BELANIA BETELAN REVISI BEL ANSA
§71111Kompensast B6M 10434 K12 970,008 15323042, 368 175 94,93
552111 Bansas SokaontembiSun 5 ant 877 455 Gl 4,920,287, 550 104 DL
55911 1iebe! Swadava 2348 658 000 000 2,262 558,500 500 7,74
#3411 3‘m Bas Slowa 390,813 255000 385,320 513,000 BE50
SUMLAH 14,501 956818000 17,331,908 482 355 w870
Pie Disgram 4.3

Realisasi Belanjz Bantoan langsung

1 Bariunn Don Sl n

T M oriannt BENA il Paraiisy Sl £ RTiaE S mnyes
ragramemy

Dalam penyusspan anggaran pengelompokan belanja terdivt dan
belanja langsung terdin dan belania pegawai belanis barang dan jssa dan
belanja modal dan belenja tdak langsung vang terdid dari belanja
pegaws,bunga,subsidi,hibah bantuan  sosialbelanja  bagi  hasil,bantuan
kevangan dan  belanja  tak  terduga. Realisasi Belanja  Setditjen
Maundikdasmen tahun 2007 sebesar Rp. 351.792.643.662,~ atau mencapai
94.92 %. dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.4 dan diungkapkan pula dalam
bentuk pie diagram 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Realisasi Belanja Setditjen Mandikdasmen &
NG| JENTS BELANJA ANGGARAN REALISAS]  |PERSEN
(R} (Rp)
1|Pegawal 19,015,621.000 16.306.043. 545 | 88 76%
2Z|Barang 152,301,879000 | 732.050.384 731 | 86 65%
AModal 13,851,008 600 12.921.747.602 | 87,51%
4i8anfuan Sosial 396 093.570.000 | 391.310.567.700 | 88,81%
Jemiah 581.302.209.000 | 551.792.543.602 | 94,92%
Pie Diagram 4.4

Realisasi Belanja Seiditien per jenis belania

RESILESAS | BELARGA BETRITIEN
PR JENIS PIRAMNIS

[mPEaamiar B ARARL G b AL K O TUAN BOWAL B SOMLAH |
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Balam penyusunan anggaran realisast belanja anggaran tahun 2007
gatler Direktorat Pembinaan TK/SD seboesar Rp478.160.200.260,- atau
96.29 % dapat dilihat dslam bentuk fabel 4.5 dae diungkapkan puls dalam

bentuk pie diagram 4.5 benkut ini
Tabel 4.5
Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan TK/SD .
NO | JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI  [PERSEN
{Rp} (Rp}
1]Pegawa 18.289.782.000 16.453.428.287 | 90,06%
Z|Barang 158,087 308000 |  143.800.028 581 | 80,85%
3|Medat 18.481.554.000 17.792.138.382 | 9627%
4iBantuarn Sosisl 301.788.300.600 360.314.500.000 1 8B51%
Jumiah 4D6,604.841.000 |  478.160.200.260 | 96,25%
Pie Diagram 4.5

Realisasi Befanja Direktorat Pembinaan TK/SD

REALISASI BELANIA DIR, TRISD
PER JENIES BELANIA

[ PEEn WAL I BARA NG € MODAL T BARTUANSDRAL O JUmdAl |

Dalam penyusunan anggaran realisasi belanya anggaran tahun 2007
satker Direktorat Pembinaan SLB sebesar Rp.206.008.201.791,~ atau
mencapai 97.46 % dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.6 dan diunglapkan
pula dalam bentuk pic diagram 4.6 berikut mi ¢

Tabel 4.6
Healisasi Belanja Direktorat Pembinaan SLEB
RO JENIS BELANIA ANGGARAN REALISAST PERSEN]
Rp) (Rpy

T|Pegvm] B2 75 E78 000 8.621,913,371 | 02,55%
2[Barang 2. 074, 451,000 58 38g 994 163 | B84,01%
3iModal a8 500 060 527,008,750 | 88.52%
4{Eorduen Sosinl i55.408.060,000 | 196.505.571.517 | §9,20%
Juminh 214.300.440.000 | 200.000.204,781 | D7,46%

Pie Diagram 4.6
Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan SLB

REALISASE BELANJIA DR, 8318
PER JENIS EIELARN.JMA

R PEGAWAL T BARANS O MODRL 1Y Bamdti SOShG & JURMLAM |
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Dalam pesyusunan anggaran realisasi belanja anggaran tahun 2007
satker Direkiorat Pembinsan SMP schbesar Rp.2.754.617.2456.519,- atau
mencapai 87.77 % dapat dilibat dalam bentuk tabel 4.7 dan diungkapkan
pula dalam bentuk pie diagram 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7

Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan SMP

NG | JENTEBEUANIE “ANGEARAN REALIGAT PERSEN
oy {Bpj}

1iFRenswal 12,065 560 505 11.087 BA0.0%1 | 91.48%

2 !'B—amng 342.877.801.000 323.068. 372,327 1 94.20%

3iModal 28.558.000.000 78,514,156 800 | 69 50%

diBantunn Soals 2754652 886 000 | 2.301.9056.806.841 | B6.B3%

Jumiah 3.130.624.560.000 | 2.754.617.246,018 | 87,77%

Pie Diagram 4.7
Realisasi Belanja Dircktorat Pembinaan SMP

FEMLISASE BELAMNIA LI, SMP
PER JEMITS BELARLLA,

P SEGAVAL I EIARSING O MODAL 01 BANIMAN HOSAL O UMAH L

Dalam penyusunan anggaran realisasi belania anggaran tabun 2007
satker Direktoral Pembinaan SMA scbesar Ep. 168.600.812.385,- atau
mencapai 84.77 % daspat dilibat dalam bentuk tabel 4.8 dan diunghkapkan
pula dalam bentuk pic diagram 4.8 barikut ing

Tabel 4.8
Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan SMA
RO | JENIE BELANTA ANGGARAN REALTSAS PERSER]
(B} {Rp}

i Pegawai 16.170.580.000 14.575.550. 197 | 80,155
ZiBarang 54 328, 121,000 48.120.059.84% 1 BB 58%
3idodal 5.351 321 00 5. 121.722 876 1 95 7194
3 Bantuan SoeiE 128 038 GOB (00 T50.7583.700.000 | #81,01%
Juminh 168.857.101.000 | 168.600.612.605 1 B4,77%

Pie Diagram 4.3

Realisasi Belanja Direktorat Pemabinaan SMA

FEALISADE B LN L. AL
PER JEMNID SRk Ak

S PR R B
DL L £ A BTN I M
)

Dalam penyusunan anggaran realisasi belanja anggaran tahun 2007
satker Direktorat Pembinaan SMK scbesar Rp.1.135.108.921,447,- atan
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mencapai 96.30 % dapat dilikad dalam bentuk tabel 4.9 dan diunghapkan
pula dalam bentuk pie disgram 4.9 bertkut ini

Tabel 4.9

Realisasi Belania Direktorat Pembinaan SMK

KNG AENIE BELANIX ANGGARAN REALISAD PERSEN
- {Rp] Bp) S
11 oot 15,765,102 000 15908 808,294 10} Bons
ZiBnran un S80 . E00.0O0 G2 184957 153 | A3 Agh]
B iodat 2 16R8.000.000 1.978.7 FREEN

45 PErnrdoan Sanial 1. 0682 0464 572,200 1025085 290000 Mot
JSiraiaty 1178.G7R.275.000 1135 3508.925.447 Be S0%%

Pie Diagram 4.9

Realisasi Belanja Direktorat Pembinaan SMK

REALISASI BELANJA DIR. B
PPER JEMIE AELANIA

|wmm»mmmmma K TRAN FLIA N BOMMHAT am}

Dalem penyusunan anggaran realisasi belarga anggaran fahun 2007
terdapat pangembalian belania terdin dari Pusat sebesar Rp. 846.822.442 -
dan Dekonsentrasi schesar Rp. 10.953.286.249 - dapat dilihat dalam bentuk
tabel 4.10 dan diungkapkan pula dalam bentuk pie diagram 4.10 berikut ink:

Tabel 4.10
Rinclan Realisast Pengembalian Belanja

LEFLALAN AEFREE ALY
el L
e Bo4 6142 BEE
B TTAL BAY, B AR ]
[ LWL BET BPH
B T B
B, A0, B0
7,8t 1,55"}2@?
£y ¥ O AL, J0.W53, 20, T4
CHT AL 41,000, 100,009
Pie Diagram 4.10

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Raatisasl Pengembalian Belania

5.58 %

84,42 %

i At €t Dekonsentast |
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5. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

8. Kas di Bendabara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Ditien Mandikdasmen Per 31
Desember tabun 2007, sebesar Rp. 3.304.939.561,- merupakan saldo kas
pada bendahara pengeluaran pada satuan kergja. Dan merupakan saldo
kas/bank duari peoerimasn wang peorsedisan vang belum dipertanggung
jawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca, Berikut
ini daflar keberadaan kas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal
Mandikdaamen per 31 Desember 2007 dapat dilihat dalam bentuk tebel

4.11 berikut ini.
Tabel 4.11
Rekapitudasi Kas Bendabara Pengeluaran
Moy Hatoan Korin Hmn o t Sewon Kok Lt ]
frivity, Boar ;

TysTH

HE L Tan e £

=

i y ot
Sfpmitarein

[

7

W BT BRE
ARG 700 ]

R

LiHsY V33 SR RN SB

] LA o]

b B A e AL L RN LTS
S tom T enooh : '!gwm
oM etavenbars imbore 3 nil,agi)&gg?_'

A A 5 el Litere el M teds 2alepr] e N F EIR T

#3] Bulaweoual Bart #4782 60 |
TiI T AL LR RO R

b,  Persediaan

Persedizan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atou periengkapan
{supplies} pada iangeal neraca, yanp diperoleh dengan maiksud untok
mendukung kegiatan operasional pemerintah, saldo persediaan per 31
Deserober tahun 2007 sebesar Rp. 117.171.603,-, berikot rincian
persedisan dapat dilihat dalam heptuk tabel 4.12 berikut ink:
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Tabel 4,12
Rekapituiasi Persediaan

No Satuan Keda Jumiah
11Selditien Mandikdasmen 98.013.803
210ir, Pemb, TKISD 478.000
3fDir, Pemb. SMP 2.800.000
410ir. Pomb. SMA 7.421.800
5101, Pemb. SMK 2.882.000
Bl Jawes Tengah 4.516.000
ZINTR B50.0600

Total 117,174,803

¢  Aset tetap
Aset tetap adalah aset bervnjud vang mempunyal masa manfaat lebih dari
12 bulan untuk diganakan dalam kegiatan pemerintakan atau dimanfaatkan
oleh masyarakat winum. Nilal aset tetap per 31 Desember tahun 2007
scbesar Rp.663.849.080.305,~ dapat dilibat dalam bentuk tabel 4.13
berikut ini:
‘Tabel 4,13 Daftar Aset Tetap
SALDO HUTASE AL
A e ANAL TAMBAH KLERANE Foataiing
Tanah Basrra s 20790044
Gaguag dan Bangurdn 199518304507 | 2787588 560 402.208.808 807
(Fedung dan Bangunen Yang
iBafum Disssuaikan G018 180,508 B8 150 862
[Poralsion dan Mesin__ 136 704 435 734 | 47 430,068 982 TS 647994798
Farpiaian 4on Mosh Tong
fiotum Disecyalkan FIRO6T o4 TTEB8T 7843
IALANIRIGASE & JARINGAN 4 5I.DBY.006 4.BE0.557.005
ASET TETAPD LAINNYA 431,594,258 520 2.873.538 3606 43,767,750, 00
TOTAL KO3, 086443 167 SABE2BAT 138 - EE3 Ja%.080 )5

Mutasi tambah aset {etap berasal dari  Pembelian scbesar Rp.
59.862.637.138,- Saldo awal asst tetap pada tanpggal 1 Januari 2007
merupakan hasil inventarigasi yang dibasilkan oleh ADK Perauviakhiran
data antara pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan petugas
pencatat Laporan Sistom Akuontansi kevangan. Pencatatan hast! leporan
inventarizasi barang milik negara ini berdasarkan surat Sekretaris Jenderal
Depdiknas Nomor 830%A.AYKUZ007 wrtanggal 23 Pebruari 2007
tentang nilai saldo awal aset totap, '
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Aset tetap vang disajikan dalam neraca adalah aset yang dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Mandikdasmen setelah dilaksanakannya
reorganisasi pada Departemen Pendidikan Nasional. Dalam reorganisasi
tersebut, terjadi pemisahan Direktorat PMPTK dan Direktorat Jenderal
Mandikdasmen. Akibat pemisahan ini, dilakukan pemisabap aset dimana
proses administratif pemisahan aset ind belum sepenuhnya selessi. Data
aktiva tetap yang diserahkan dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.14 boriut

ini
Tabel 4.14 o mm————
Daftar Akiiva Tetap yang diserabkan ke Direktorat PMTK
No. Unit Keria Jumiah

1 {Direktorat Tenaga Kependidikan 4.522.835,337
2 |PPPG 3.873.472.220.845
3 |LPMP 3.098.502.894,599

Jurnlah &.976.897.950,781

v Kecuali Unit kerja LPMP propinsi Nangroe Aceh Darussalam,
Sumatera barat, Banten, NMusa Tenggara Barat masih dalam proses
validass nilai aset.

¥ Rincian data aktiva Telap yang diserahkan ke Direktorat PMTK
secara rinci vang terdini davi 12 PPPG  dan 30 LPMP dapat dililat
galam bentak tabel {pada lampiran 3).

¥ Begitu pula daftar kepemilikan aset tetap Propinsi yang terdin dari 33
Propinsi diseluruh Indonesia berdasarkan jenis-jenis aktiva tetap yang
dimiliki dapat dilihat dalam bentuk tabel {pada lempiran 4}

v Untuk rncizn Daflar barang milik negara untuk kantor pusat yang
terdini dan satker Sctditien,Dirsktorat TK/SD, Direkierat SLB,
Direktorat SMP, Direktorat SMA dan Direktorat SMK dapat dilihat
dalam bentuk tabel {pada lumpiran 31

8. Uapg Muaka dari KPPN

Uang muka dari KPPN begumlah Rp. 3.304.935.561,- menspakan akun
penyeimbang dari akon Kas di Bendabara Pengeloaran, Nilai rupiah pada
akun ini merepresentasikan uwang persediaan yang belum dipergunakan

dan/atau  yang belom dipertangpgungjawsbkan sebagal pengelvaran
definitif,
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E. Ekuitas Doang Lasicar

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintab yang merpakan
selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/ jangka pendek.
Posisi Per 31 Desember tahun 2007 Ekuitas Dana Lancar berupa
cadangan persediaan sebesar Rp. 112.171.603,-,

Ekuitas Dana Fnvestasi

Ekuitas dana investasi adalah dana vang diinvestasikan pada aset fetap dan
aset lamnya. Ekuitas dang iovestasi per 31 Desember tahun 2007, yaitu
berupa Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp. 663.845.136.305,~.

6. Imformasi Tambahae dan Peogungkapan Lainnya

4.

I

Informasi Tambahan

Digjen Mandikdasmen borkantor dilingkungan Departemen Peandidikan
Nasional Ji. Sudirman, Senayan Jakarta. Disamping it terdapat kantor
Satker di JI. RS Fatmawati Cipete Kebayoran Bara Jakarta Selatan,

. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

mempunyar  tugas menmnuskan  serfa  melaksanakan  kebijakan dap

standardisasi tekmis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah

dengan fungsi ;

a. Penyiapan perumussn kegiatan departemen di bidang manajemen
pendidikan dasar dan menengahb.

b. Pelakeanaan kebijaken i bidang manajemen pendidikan dasar dan
menengab.

¢. Penyusunan standar, noppa, pedoman, kriters, dan prosedur di
bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen

pendidikan dasar dan menengah.

e. Pelaksanaan urusan administrasi Direlttorat Jenderal.

3. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah terdini

gias;

- Sekretariat Direltorat Jenderal
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Direktorat Pernbinaan Tarman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Direktorat Pembinaan Sckolah Menengah Pertama

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat Pambinaan Sekolah Luar Biasa

b. Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Satuan Kerja

Memmjuk peratwan Menterl Kevangan Republik Indonesia No.
STPMK.05/2007 ientang pengelolaen  rekening milik Kementrian
Negara/Satoan Kerja, monvangkut rekening proyek, bagian provek dan

Pemegang vang Muka Kegiatan. Dapat dilihat pada tabel 4.15 df bawsh

nd
Tabel 4,15
Daftar pengelolaan rekening milik KN/Satker
Jumiah Rekening
No. Satuan Korja Yang Aktif Yang
Bendahara Hibah Ditutup

1. Setditien 1 1 5
2. Drakleral Perahingan TKISD 1 2 K1
3. Treklasst Pambingan SMP 4 17
4. Draklora! Pembingan 8MA 4 1%
5 Dreklorst Pernbinasn 84 1 g
8. Dreklorat Permbinasm Luar Blada k: 1 7

Juminh € 4 84

¢. Catatan Ringkas Barang Milik Negara

Direkiorat Jendersl Mansjemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah
melakukan penatagusahaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BME) sesuai
dengan Permen Kenangan Nomeor. S9/PME 04/20038 tentang Sistem Akotansi dan
Pelaporan Kevangan Pemerintah Pusat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaporan BMN ferdapat 6 (gnam) Satan Kerja yang
menyampaikan Laporan pada Tahun Anggaran 2007 dengan hasil seperti

tertihat pada tabel 4.16 yaitw:
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Tabel 4.16
Daftar pelaporan BMN Satker Pusat
No. Satuan Kerda Sudah disesuaikan | Belum disesuaikan Tota

1|Sekretadal Digen Mandikdasmen 6.181.274.438 4.466.681.494 ]  10.647.955.832
2| Birekiorat Pervbinagn 1RS0 13,662 166502 13,892 786 982
HLirekforal Pembingan SLE 628.704.000 B28, 704,000
4] Brakioral Pemblagan SMP 27.262.861.900 1.251.335.000 28.514.196.000
& Direktaral Pembinaan SMA 5.112.279.464 9.443.362 5.421.722.895
61 0irektorat Pambinaan SMK (1,344,902,362) 1.025.473.500 (319426 862}

51,533.004.422 5.752.833.356 58.288.937.778

2. Penambaban milai BMN Tahup 2007 di lingkungan Dijen Mandikdasmen
yang diserabkan ke Biro Umum Sekjen dengan beberapa kegiatan fisik
sebagai berikut

3. Penambahan nilai BMN unfuk barang habis pakai dengan kode MAK 5321
sehagai berikut:

4. Stack Opname Barang Perscdiaan Ditfen Mandikdasmen Tahun 2007 dengan
nilai Rp. 111.805.603,-terdapat pada tabe! 4.17 benkut ini :

‘Tabel 4,17
Daltar stock spname barang persediaan uniuk Satker Pusat

No Satuan Keria Barang Persediaan

1. 1 Sekrstanat Ditien Rp.

2. 1 Mandikdasmen 68.613.808, -

3. 1 Direktorat Pembinaan TK Rp.

4. | dan 8D 478.000,-

5. | Davektorat Pembinaan SMP Rp.

6. | Dircktorat Pembinaan 2.900.000.-
SMA, Rp.
Direktorat Pembinaan SMK 7.421.800,-
Direktorat Pembinaan SLB Rp.

2.992.000,-
Rp. Nihil

5. Pelaporan BMN Digen Mandikdasmen Tahun 2007 dart Dana Dekonseniras
vang beris rincian 33 gatker dapat dilihat dalam bentuk tsbel { pade lnmpiran
6.

6. 14 Sawen Kens vang bshum menyvampaikan Laporan Semester 1 dan I
maupun Laporan Tahunan pada Laporan Aset BMN Digien Mandikdasmen
Tahun Anggavan 2007, dikerenakan belum dilakukan Evaliasi Data BPKP
kedalam SABMN Ditjen Mandikdasmen dapat dilthat dalam bentuk tabel
4.18 berikut ini ;
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Tabel 4.18

Daftar 14 satker yang belum menyampaikan Laporan Tahunan pada
Laporan Aset BMN Ditjen Mandikdasmen Tahun Anggaran 2607

Ho. Qama Saiker Katorangan
1., j0inus Pendidiken Menangah dan Tiogg! Prop. DRI Jekara ADK GABMN tidak ada)
2 pinas Pandidiken Prapingl Jows Harst ADK ERBMN Gk wde
2 Ioinas Pendidikan an Kebudayaan Propinst Jaws Tangah ADKE SABMN (8sh sdal
4 ilnas Pendidikan Prephsl D4 Yooyeksta AGK ERBIAN 1dnk adn
5 il¥nas Pandidlkan dan Kabadaysan Propinst Jawa Timuwr ADRK SABMMN tidak adaj
§__ {binsis Pondldlian Nasional Propins) Sumaiors Utara AT GABMIN sk ada
7 |lMnas Pandidikan Propinst Kalimantan Tengah ALK SABMN tidak ada
6 |Blhos Pendidikan Propinsl Sulawes! Litars ADK GABRMN tinak ada
4% |binas Pandidikan Propinsi Sulawes! Solatan Z0K SABEIN [ink sdn
L |Dinas Pendifikas Proplns| Maiuku RO BAHIAN ldak sda
11 {inas Pendiitkan don Rebudeyasn Propinsl Nuss Tenggora Timer | AR SABMK iidak sda
12 iCmas Gacditihan dag Pengalatan Prophis! Maluky Har ADK BABMN Hdak mia
$31 {Binas Pendidiken Propins] Gorontals FYITRET YV ey e
14 iiﬁiaas Peadidikan Propins! Sulawat! Bt ALK BAGEN Ndak wts

RBerdasarkan atas penielasan diatas maka analisis perbandingan antars kondisi
vang ada dan scharusnya dilakukan oleh Ditjen Mandikdasmen untuk kemajuan

penyusunan Laporan Keuangan ini adalah ¢

I. Manajemen Satker Pusat

1. Kondisi yang ada adalah:

a. Belum berjalan koordinasi setisp satker dalam melaksanakan revisi

DIPA dengan database 8AT Dirgktorat Jendersl, hal inf mengekibathan
kesulitan pada saat proses Rekonsiliasi dengan KPPN.

Seharusnya penerbifan SPM dilakukan Satker Eselon I Mondikdasmen
twuannya agar terintegrasi dalam satu data base untuk penerbiian
SPM, Pelgporan SAI dan sebagai kontrol jika ada RevisifPergeseran
Biayo

b. Masalsh sentralisasi pemerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen

mengakibatkan terlambatnya proses input data.

Seharusnpa agar setiap sotker melakukan peloporan sesuai dengan
Jadwal  veng telah  ditentukan, sehingga UAPPA-EI  dapuat
menyampaikan laporan ke UAPA tepat waktu,
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¢. Masth adanya saldo nepatif yaitu realisasi belanja melebihi pagu
anggaren. Hal ini diakibatkan adanya proses perubahan DIPA tidak
dilaporkan ke Sekretanat,

Sehorusnye agor menghindari saldo negatif, sehingga perlu diihkuti
aturan mekanisme kerja dan koordinusi antara satker di Dircklorat
dengan Seiditien dalam proses perubahan program dan anggaran
biaya,

d. . Masih terdapat kesalahan pembebanan maupun kode mata anggaran
pada SPM yang tidak sesual dengan DIPA

Seharusnya dengan adanya date base yang terintegrasi, diharapken
xetinp revisi agar meialui satker evelon I sehingga terkontrol perubakan
program maupen pergeseran pembiayvaan
2. Manaiemen Satker Daerah
1. Kondisi vang ada adalah;

a. Pembentukan  TIM SAI di masing-masing propinsi fungsi dan

wewenangnys masih belog optimal.

Seharusnya disebabkan karena bebun optimainya kemampuan dalam

menganalisa ferhadap output laporan kevangan yang telak dihasilkan

b, Sering terlambatnya penvershan Revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB
sebagai sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan
keuangan yaite Seksi Evaluasi dan Pelaporan sehingga sering terjadi

kendala dalam pembuatan Japoran kevangan..

Seharusaya pefugas pengelola Laporan Kevanpan setiap akhir buian
melaksanakan pengumpulan sumber data berupa, revisi DIP4, SP2D dun
SSBP/SSPR biln periv longsung menjempuinyz ke mosing-masing
pemegang  Reglotun  wniak menghindari keferlambatan  penyusunan

taporan kevangan

¢. Kepala-kepsla sckolah masih kurang memshami petunjuk teknis dalam
pengelaiaan subsidi,
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Seharusnya  Meningkatkan peran serta  stakeholder dalam  setiap

pelaksanaan kegiatan

d. Rekonsiliast masih sering terjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari Sistem
Fencrimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuai baik MAK, MAP atau kods-

kode vang terfera dalam format

Seharusnyo perln adanya kesadaran PUMK dalam hal ketepatan waldu
penyeratum data SPM dan SP2D kepengelola SA! sehingga tidak ada lagi
ketertambotan proses Rekonsitiasi ke KPFN

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wntuk menyusun Laporan Kevangan
hendaknya dilakukan dengan mengadakan sosiolisast/pembinaan terus menerus
kepada UAKPA, UAPPAW dan Satker pusat tentang penvelenggaraan akuniansi
yang sesuai dengan SAI dan diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang ©

a.  Cepatvaity tepal wakhu penyusunan dan penyampaian laporan
b, Lengkap vailn mencakop sehunh data
¢ Cermat vaity tidak memiliki kesalahan cacat.
d.  Tepat yaitu sesuai dengan aturan SAL
e.  Monitoring dan evaluasi secara perniodik atas hasil pembinean
tentang penvelenggaraan akuntansi, penyusunan dan peanpiriman
laporan kenangan.
4.2 Hambatsn dan Kendala dalam penyusunan Laporan KenanganTingkat
Satker Pusat
Basis akontansi yang digunakan dalam Laporan Kevangan Ditjen
Mandikdasmen Tahun 200'}‘ adalah basis kas unfuk pengakuan pendapatan dan
belanja, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan
ckuitag dana,
Hambatan dan kendala yang dibadapi yaitu Realisasi belanja Direktorat Jenderal
Mandikdazmen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007 a2dalab sebesar Rp
19.373.174.429 463, atau mencapai 96,22 % terdin dari Satker Pusat terealisasi

sebesar Rp 5204 288.024.897,- ,- atay mencapal 91,19 %  dan satker dana
dekonsentrasi schosar Rp 14.078.865.404.566,- - atau mencapai 98,25 %6,
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Hambatan dan kendala yang tepjadi dalam proses penyusunan Laporan
Keunangan Ditjen Mandikdasmen Tabun 2007 padz Tingkat Manajemen Satker
Pusst adalah .

1. Permasalahan Manajemen Satker Pusat

a. Permasalahan SDM

Pelaksansan Sistem Akumansi Instansi (SAD) perlu didukung oleh SDM
vang mempunyat kompetensi di bidang skuntansi Khususnya akuntanst

pemerintahan Beberapa kendala dalam penyusunan laporan kevangan in
adalah

»

Sebagian sumber daya manusia yang sudah terlatih dan kompeten di
bidang akuntansi dipindabkan ataw dimanfaatkan oleh satker-satker
vang lain untuk membanfu pekerjaan yang sama.

Keoterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) vyang mempunyai
kampetensi di bidang akuntansi untuk mengelola SAT serta penguasaan
yang baik lerhadap iools/software akuntansi dan  Departemen
Kesangan.

Belum optimalnya kemampuan dalam menganalisa suziu transaksi
serta output dard laporan kevangan yang dihasilkan.

Kurangnya kesadaran dari PUM untuk segera memberikan dokumesn-
dokumen transaksi sebagal dokumion sumber SAT sehinggs dapat
menghambat proses penyusunan laporan keuangan.

b. Permasalaban Barang Milik Negara

» Data vang ditampiikan dalam neraca adalab data yang dibagilkan oleh

*

ADK. SABMN dimana untuk beberapa wilayah terdapat perbedaaan
yang cukup signifikan dengan data yang diperoleh dari BPKY .

Daia akiiva tetap yang berasal dari BPKP memiliki nilai vang cukup
tinggt bila dibandingkan dengan dats vang diserial dengan ADK, hal
i karenar terdapat aktiva tefap yang peclu disesuaikan karena ferdadi

reorganisagi ¢i tingkat Eselon 1 (pemisshan Mandikdasmen dengan
PMPTK)
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¢. Permasalahan tentang SPM dan revisi DIPA

Masalah sentralisasi penerbitan SPM dilbar satker Mandikdasmen
mengakibatkan terlambatuya proses infut data.

Masibh terdapat kesalshan pembebanan maupun kode mata anggaran
pada SPM vang tidak sesuat dengan DIPA,

Masih adanya saldo pegatif yaitu reulisasi belanja melebil pago
anggaran. Hal diakibatkan oleh proses perubahan DIPA  tidak
dilaporkan ke Sekretariat.

Belum herjalan koordinasi setiap satker dalam melaksanakan revisi
DIPA dengan Database SAI Dircktorat Fenderal, hal ind mengakibathon
kesulitan pada saat proses Rekonsiliasi dengan KPPN,

2. Solusi Manajemen Satker Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan dilakukan langkah-

langkah atau solusi dari Manajemen Satker pusat yaitu:

Sebaiknya penerbitan SPM dilakukan Satker Eselon I Mandikdasmen
tijnannya sgar forintegrasi dalam satu Data base nnhik pencrbitan
SPM, Pelaporan SAI dan sebagai kontrol jika ada Kovisi/Pergeseran
Biaya.

Dengan adanya data base yang tertegrasi, diharapkan setiap revisi
agar melalui satker eselon I sehingga terkontrol perubaban program
manpun pergescran pembiayaat .

Agar menghindari saldo negatif dimana realisasi belanja melebihi pagu
anggaran, maka perlu ditkuti aturan mekarasme kega dan koordinasi
antara satker di Direktorat dengan Setdigen dalam proses pernbahan

program dan anggaran biaya.

Agar setiap satker melakukan pelaporsn sesuai dengan jadwal veng
elah ditentukan, schingga UAPPA-E] dapat menyampaikan lapoman
ke UAPA tepat wakiu,
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Perlu dilakukan koordinasi Ikebib baile melalni perbaikan sistem atau
internal kontrol agar terjadi sinkromisast antara Sistem Akuntansi
Keuangan (SAU) don SABMN sehinpgga kedua sub sistem tersebut
safing mendukung SAL

3. Strategi yang telah dilakukan oleh Manajemen Satker Pusat

Satuan kerja dari wilayah/ provinsi yang Iokasinya jauh dari Kantor Pusat

sangat mempengaruhi keberhasilan kelengkapan informasi dalam penyusunan

Laporan Xeuangan secarz keseluruhan,

Atas kondiel vang tegadi tersebut diatas, maka dilskukan hal-hal  sebagai

barikut

1. Sosislisasi/pembinzan terus menerus kepada UAKPA, UAPPAW dan
Satker pusat tentang penyelenggaraan akuntansi yang sesual dengan SAI

dan diharapkan menghagilican laporan keuangan yang :

a,
b

LEN

Cepat vaita tepat waktu penyusunan dan pgnyampaian laporan
Lengkap vattu mencakup seluruh data

Cennat yaitu tidak memilila kesalahan cacat

Tepat yaitu sesusl dengan aturan SAL

Monitoring dan evaluasi secara periodik atag hasil pembinaan

tentang penyelenggaraan akuntansl, penyusuban dan pengiriman

faporan kevangan.

Pengawasan atas pelsksanaan rekonsihast kevangan ditingkat UAKPA,

UAKPAW sampai satker Pusat dan UAPPA E1 ager data LRA Wajar.

3. Pembinsan dan monitoring atas pelaksanaan inventarisasi fisik atas saldo

persediaan akhir tahun maupun ioterim.

4, Pembinaan dan bimbingan teknig dalam penyusunan Laporan Keuangan

terus dilakukan agar dapat menyajikan informasi sesvai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah uniuk kepentingen para pengguna infommmast
dalam pengambilan keputusan, Selama tabun 2007 iciah dilakukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut .
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a. Bimbingan Teknis tentang “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005".
k. Pelatihan Akuntansi Dasar dan Akuntansi Pemerintah,

.  Membentuk Tim I Panitia Pusat Untuk Xegistan Pengendahlian
Perencansan Dikdasmen dengan tugas © Melakukan Sosialisasi
peryusunan dan lsporn keuwaogan ke setiap Dinas Pendidikan
Propinst,

d.  Melakukan monitoring penyampaian hasil laporan kenangan setiap
bulan,

e. Melakukan koordinasi ke setiap propinsi dengan membentuk group
mailling list.

f.  Bimbingan Telnis Akuntansi Dasar dan Pemerintahan.

4.3 Hambatan dan Kendala dalam penyusunan Laporan KeunanganTingkat

Satker Daerak (Dekonsentrasi )

Dalam Proses penyusunan pelaporan inf mengalami hambatan dan kendala

dalam realisasi angparan, diantaranya berkaitan dengan ©

i

a.

Permasalaban Satker Daerab (Dekonsentrasi

Fungsi dan Wewenang

= Pembentukan TIM SAl di masing-measing propinsi fungsi dan
wewenangnys mssih belum optimal.

* Di beberapa daerah belum terbentuk tim SAY yang diperkuat denpan
Surat Keputusan dari Pimpinan di tingkat SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Dacrah).

»  Rendahnya koordinast antara pelaksana kegiatan dengan pelaksana
akuntansi dalam rangka proses Sistern Akuntansi Instanst.

*  Proses verifikesi dan analisa atas proses sistem akuntessi dalam
rangke penyampaian laporan masih kurang efektif sehubungan dengan
kemampuan SDM vang masih perlu ditingkatkan,
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Sering terlambatnya penyesrahan Revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB
scbagai sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola Japoran
keuangan yaitu Seksi Bealuesi dan Pelaporan sehingga sering terjadi
kendala dalam pombuatan leporan kevangan.

Bendahara Pengeluaran mengalami kesulitan untuk mesgumpulkan
bukn SP2D Pembayaran LS Bolck Grant dan Pembayaran 1S kepada
Pihak Ketiga, kerena para pemegang Kegiatan kurang perhatian
terhadap fungsi laporan.

b. Manajemen Sistem Pelaporan Keuangan

Penyusunan data neraca untuk aget tetap belum menggunakan data
vang berasal darl Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN),
sehingga terdapat ssset vang belum disesuaikan.

Kurang tersostalisasinya program SAI yeng dikelola cleh SATKER,
yang membutubkan administrasi pendukung (SP2D den SPM) dari
para Pengelola Uang Muka Kega (PUMK).

Kurang koordinas! secara berjeniang antara pihak PUM dan Satker.

Kurang adanys koordinasi dalam melakukan psrubahan BKAKIL,
perubaban vang dilakukan oleh masing-masing PMU schingga

kegulitan dalam pembuatan laporan kevangan.

Perlunya adanya koordinasi dengan tim SABMN untuk mendata nilai
perscdiaan pada akhir tahun.

Permasalahan yang tisobul dalam setiap pelaksanaan kegiatan adslah
kurang koordinasi dan kerjasama dalam tugas serta fungsi dalam
setiap kegiatan,
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. Sumber Daya Manusia

Terbatasaya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai
kompeiensi di bidang akuntansi umumnya dan akuntansi pemerintah

kimsusnya.

Belum optimalnya kemampuan dalam menganalisa terbadap output
laporan kevangan vang telah dibasilkan,

Kepala-kepala sckolah wasih kurang memahami petunjuk teknis

dalam pengelolaan subsidi.

Rekonsiliasi masih sering terjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari
Sistern Penerimaan (SSBP, SSPB) yvang tidak sesuat baitk MAK,
MAP atau kode-kode yang teriera dalam format.

Data dart Kabupaten kota yang masuk tdak akurat sehingga
pemberian banfuan banyak vang dikembaklikan ( ddak terserap).

Kurang adanya kesadaran dari PUM untuk memberikan bukti setoran
gisa dana UP kepada Bendshara Pengeluaran dan setelah dilakukan
rekonsiliasi dengan KPPN bam diketahui ada setoran yamg belum
direkam,

Pada umuowmya sumber days manusia vang sudah dilath dan
kompeten di bidangnya dimanfastken oleh satker-satker yang lain
untuk membanta pekerjasn yvang sama.

d. Kebijakan

Anggaran untuk Dana Bantuan Operasiopal (BOS) yang datanya
berasal dari  kabupaten/Kota selalu berubah-ubah dischabkan oleh
berkurangnya siswa dikarenakan putus atau pindah luar proping,
hencana alam yang mengkibatkan sekolah digabungkan, maka
Realisasi Anggaran banyak tidak terserap,
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w  Anggaran unfuk belania Bantuan Sosial pada kegiatan peningkatan
mutx kejurnan lebih besar dari jumlah siswa, sehingga dana tidak

terserap.

*  Tordambatoys data dari Kabopaten/Kots khususays untuk
penvaluran subsidi discbabkan adanya [roposal yang tidak

memenuhi syarat,

Terdupat beberaps sumber data berkaitan dengan Aktiva Tetap,
terutama untuk data Aktiva Telap vang dibiayai oleh Dana
Drekonsentrasi, vaitn:

*  Dais aktiva berdasarkan ADK yang berasal dari BPKP
Daia aktiva output dari software SABMN yang dikonsclidasikan
dengan softwars SAK

| J

= Dalas aktiva fetap  yang berasal dari BPKP memiliki nila yang
cukup tinggi bile dibandingkan dengan data yang giseria: dengan
ADK. Hal i karona terdapat aktiva tetap yang perlu disesuakan
yang mana dala tersehut bergabung dengan dala aset lainnya baik
yang berasal dard berbagai Direkforat serfa aset Kab/Kota.

2. Solust Manajemen Satker

Pemeeahan masalah tersebut diatas untuk perbaikan Manajemen Satker

sebagal benkut :

1.

Petugas pengelola Lapotan Keoangan setiap akhir bulan melaksanakan
penpumpulan swnber data berupa, revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB
bila pertu langsung menjemputnya ke masing-masing pemegang kegiatan
untuk menghindari keterlambatan penyusunan laporan keuangan.
Bekerjasama dengen peiugas pembuat SPM di Sub Bagian keuanpan
untuk  mengontrol  pengeloaran SPM  schingga dapat  mengatasi
perobahan/pergeseran anggaran yang mungkin terjadi,

Perlu adanya kesadaran PUMK dalam hal ketepatan waktu penyerahan
data SPM dan SP21) kepegelola SAI sehingga tidak ada lagi keterlambatan
proses Rekonsiltasi ke KPPN.
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4. Menambah sumber days yang mempunyai kompetensi di bidang akuntasi

umuom dan akuntast pemerintahan pada khususnya.
5. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam setiap pelaksanaan kegiatan

6. Mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Departemen Kevangan RI
No. PER24/PB2006 tentang pelaksanaan peryusunan laporan keuangan
Kementertan  Megara/l.embaga,  Sckretariat  Direktorat  Jenderal
Mandikdasmen tclah membentuk kegiatan Pengendalian Percncansan
Dikdasmen di 33 Propinsi yang menangani masalah pelaporan dama
Dekonsentrasi dan telah dilalukan Pelatihan kepada para Pengelola
pelaporan pada setiap SKPD Propinsi sehursh Indonesia.

Matent yang disampatkan mohputi
a. Kchijskan program koordinasi antara Digen Mandikdasmen dengan
LJAKPA dan PUMK scluruh Indonesia.

b. Tat cara pembuatan Isporan keuangan dan penggunaan Aplikasi SAI
tahun 2007,

¢ Pengembangan Sistem melalui jaringan Web Based.

d. Melakokan pelatithan konsep-kensep akuntansi secara umum dan

akuntangt pemerintahan khusngnys.
e. Melakukan Workshop asistensi penyusunan pelaporan keuangan.
3. Strategi yang telah dilakukan oleh Manajemen Satker Pusat

a, Pembinaan / sosialiasi / bimbingan teknis yang dilakukan terus
mengrus  berkesinambungan kepada pengelola SAI baik di pusat
maupun di dacrah tentang Sistem Akuntanst Instansi (SAID yang
sesuat dengan Standar Akuptansi Pemerintahan [SAP).

b. Monitoring dan evalvasi secara pertodil atas hasil pembinsan fentang
penyelenggaraan akuntansi, penyuswnan dan penginiman laporan
keuangan serta pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPNL

¢, Pembinsan dan monilonng ains pengelolaan persedizan serta
pelaksanaan inventarisasi fisik afas saldo persedisan pada sutiap
periode laporan.
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d. Moelakukan koordinesi tethadap dengan SA-BMN (beruhah menjadi

SIMAK-BMN) schingga kedus sub sistem tersebut (SAK dan
SIMAK-BMN) saling mendukung dalam Sistem Akuntansi Instanst
{8Al),

. Sehubungan jumish satker yang banysk dan tersebar diberbagai
propinsi di Indonesia maka perlu dilakukan perbaikan terus menens
mekanisme penyampaian laporan dengan memanfaatkan ieknologi
informasi. Ditien Mandikdasmen melakukan inovasi terus menerus
dalam pengelolaun laporan SAI yang disinergikan dengan Jardikuas
menggunakan  feknofogi  informasi  schingps  mempermudah

keordings serta mempercepat pelaporan kevangan di eselon-1.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dalam Penerapan Sistem Akuntansi
Instansi Ditjen Mandikdasmen telah sesuai dengan Peraturan Mentern
Keuangan Nomor.171/PMK.05/2007 pengganti Peraturan Menteri
Kevangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistim
Akuntansi dan Pelaporan Kewangan Pemerintah Pusat dan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah dengan sudah sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.Ini tercermin dengan
telah dibuamya Catatan Atas Laporan Keuangan secara lengkap scbagai
salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas,sebagaimana diamanatkan
dalam tata kelola yang baik (good governance).Sedangkan tujuan Catatan
Atas Laporan Kevangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos
Laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses penyusunan Laporan
Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen
Satker Pusat adalah
a. bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi pada tingkat

Manajemen Satker Pusat perlu didukung SDM yang mempunyai
kompetensi ~ di  bidang  akuntanst  khususnya  akuntansi
pemerintahan Karena minimnya SDM yang mempunyai kompetensi di
bidang akuntansi untuk mengelola SAI serta penguasaan yang baik
terhadap lools/software akuntansi dari Departemen Keunangan dan
belum optimalnya kemampuan dalam menganalisa suatu transaksi

serta output dari laporan kevangan yang dihasilkan.

b. Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen

mengakibatkan terlambatnya proses input data.
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Masth adanya saldo negatif yaitu realisasi belanja melebili pagu
anggaran Hal ini akibat dari proses perubahan DIPA tidak dilaporkan
ke Sekretariat,

Masih tesdapat kesalaban pembebanan maopun kode mata snggaran
pada SPM vang tidak sesual dengan DIPA

3. Hambatan dan kendals vang terjadi dalam proses penyusunan Laporan
Kenangan Ditien Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Mangiomen
Satker Daerah adalah :

a.

d.

Pembentukan  TIM 8SAI di masing-masing propinsi fungsi dan

wewenangnya masih belwm optimal,

Sering terlambatuys penyerahan Revist DIPA, SP2D dan SSBP/SSPR
sebapai sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan
kenangan yaitn Seksi Evaluasi dan Pelaporan schingga sering terjadi
kendala dalam pembuatan Japoran kevangan.

Rekonsiliast masih sering teriadi ketidaksesuaian diakibatkan dari
Sistem Penenmasn (S8SBP, S8PR) yang udak sesvai balk MAK, MAP
atau kode-kade yang tertera dalam format.

Kepala-kepals  sckolah masith kurang memahams petunjuk teknis
dalam pengelolaan subsidy,

5.2 8aran-saran

Beberapa saran kepsda Duekiorat Jendersl Mandikdasmen vyang dapat

disampaikan schubungan dengan permasalahan penelitian adalah :

1.

Sehubungan jumlah satker yang banyak dan tersebar diberbagai propinsi di

Indonesia maka perlu dilakukan perbaikan terus menerus mekanisme

penyampaian laporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.  Digen

Maeandikdasmen melakukan inovasi terus menerus dalam pengelolaan

laporan SAl vang disinergikan dengan Jardiknas menggunakan teknologi

informasi sehinggs mempermudah  koordinasi  serta  mempercepat

pelaporan kenangan di eselon-1.
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2. Saran untuk Manajemen tngkat Satker Pusat adalah :

.

Menambah SDM yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi
umum dan akuntanst pemerintahan dan SDM yang terlibat dengan
pengelolaan laporan keuangan agar diberikan insentif kXhusus berupa
fnjangan,

Scharusnya agar scliap satker melakukan pelaporan sesuai dengan
jadwal veng telah ditentukan, schippga UAPPALED  dapat
menyampaikan laporan ke UAPA topat wakin

Seharusnya penerbitan SPM dilakukan Satker Eselon 1 Mandikdasmen
tyjuannya agar terintegrasi dalam satu data base untuk penerbitan
SPM, Pelaporan SAT dan sebagei kontrol jika ada Revisi/Pergeseran
Biaya

DHupayekan agar menghindari saldo negatif, perhe ditkuti atwan
mekanisme kefja dan koordinas) antare satker di Direktorat dengan

Setditjen dalam proses perubahan program dan anggaran biaya.
Seharusnya dengan adanya data base yang terintegrasi, dibarapkan
setiap revist agar melaloi satker eselon I schingga terkonico] perubahan

PrOgEAm INalpun pergeseran pombiayaan

3. Saran untgk Manajemen tingkat Satker Daerah (Dekonzentyasi} adalah ¢

a. Pembinsan / sosialiasi / Dunbingan chms yang dilskukan terus

menerus berkesinambungan kepada pengeiola SAD baik di pusat
maupug di daerah tentang Sistemn Akuntansi Instansi (SAD) yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintaban (SAP.

Seharmsnya petugas pengelola Laporan Keuvangan sctiap akhir bulan
melaksanakan pengumpuian sumber deta berupa, revisi DIPA, SP2D
dan SSBP/SSPB bila perlu langsung menicnoputnya Ke masing-musing
pemegang kegiatan unfuk menghindari keterlambatan penyvusunan

iaporan kevangan.
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c. Scharusnya perlu adenya kesadaran PUMK dalam hal kelepatan waktu
penyerahan data SPM dan SP2IX kepengelola SAT schingga tidak ada
lagi keterlarbatan proses Rekonsiliast ke KPPN.
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LAMPIRAN 1. Rincian Realisasi Pendapatan Dari PNBP.

Kode Satuan Kerja Pendapatan Pengembalian | Pendapatan Net

Satker Pendapatan
414726|Seiditjen Mandikdasmen 80,692 80,692
666011 |Dir. Pembinaan TK/SD 1,505,000 1,505,000
666028 |Dir. Pembinaan SLB 1,222,800 1,222,800
666032 |Dir. Pembinaan SMP 4,398,052,170 4,398,052,170
666049 |Dir. Pembinaan SMA 348,744,030 348,744,030
666053 |Dir. Pembinaan SMK 33,133,008 33,133,098
020041 ]Prov. Jawa Barat 14,000,000 14,000,000
030047 {Prov. Jawa Tengah 679,918,948 679,918,948
040039 {Prov. Yogyakarla 73,164,821 73,164,821
050034 [Prov. Jawa Timur 28,450,000 28,450,000
080035 |Prov. Sumatera Barat 576,233,460 576,233,460
100030 |Prov. Jambi 10,681,683 10,681,683
110037 |Prov. Sumatera Selatan 326,139,400 326,139,400
140067 |Prov, Kalimantan Tengah 161,096,114 161,096,114
150047 |Prov. Kalimantan Selatan 765,213,933 765,213,933
160040 |Prov. Kalimantan Timur 37,070,650 37,070,650
180041 |Prov. Sulawesi Tengah 5,309,966 5,309,966
200037 |Prov. Sulawesi Tanggara 320,000 320,000
220042 [Prov. Bali 94 956,743 94,956,743
250042 [Prov. Papua 26,806,079,825 26,306,079,825
260062 |Prov. Bengkulu 10,000,000 10,000,000
300020 |Prov. Kep. Bangka Belitung 232171,122 11,183,181 220,987,941
3100292 [Prov. Goronlalo 24,642,347 24,642,347
340033 |Prov. Sulawesi Barat 183,104,909 183,104,909
Jumlah 34,811,291,711 11,183,181 34,800,108,530
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Lampiran 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja.

{Ng lisasl a %
Satker Pusat
1|SEKRETARIAT 581.302.205.000 551.792.644.378 2,663 551.792.641.718 94,02
2|Dir, Pembinaan TK/SD 456.604.911.000 478.160.327.371 127,111 478.160.200.260 96,29
3|Dir. Pembinann SLB 211.180.119.000 2056.008.457.786 255,995 206.008.201.791 97,46
4]Dir. Pembinsan SMP 1.138.624.580.000 2.755.171.309.695 556.062.876 2.754.617.246.819 B1,77
5|Dir. Pembinaan SMA 195.387,101.000 168.659.761,414 58.948.940 168.600.812.869 84,77
6]Dir. Pembinasn SMK 1,178.678.275.000 1.135.140.346.295 31,424,848 1.135.108.921.447] 96,30
|Jumleh Satker Pusal 5.805.477.195.0001  5.294.934.847.339 546.822.442] 5.294.288.024.83971 91,19
|Satker Dekon
1|Prop. DKI Jakarta 459.572.038.000 447.026.859.675 447.026.859.674 97,27
2|Prop. Jawa Barat 2.138,575,459.0000 2.119.047.013.632 515.470.500 2.118.531.543.1334 99,08
3|Prop. Jawa Tengah 1.753,847.798,0000 1.699,450,172,835 1.009.746.862) 1.698,440.425.973 96.84
4|D.I Yopyakaria 323.141.265.000) 319.362.234 855 319.362,234.855 9883
5]Prop. Jawa Timur 1.662.641.003.000 1.655.466.417.358 1.155.289.668] 1.654.211.127.680 99,5
6]Prop. N.A.D 337.906.343.000) 327.930.953.946 930.848.457 327.050.145.489 96,79
7]Sumatera Utara 0924.068.014.000 922327178500 922.327.178.5001 99.81
8|Sumatera Barat 371.167.362 0008 367.116.735.454 4.277.1713.365 362.839.562.089 97,76
O)Prop. Rian 358.170.718.004 354.168.334.438 354.168.334.434 53.88]
10|Prop. Jambi 213.514.804.000) 206,779.605.611 3.9040,000 206.775.705.611 96,84|
11]Prop. Sumalera Sel 473.373.826.0008 464.272.425.560) 94.685.0004 464.177.740.560 93.06|
12]Prop. Lampung 474.534.568.000) 466.651.837.974 16.477.000 466.635.360.97¢ 98.34
13|Kalimantan Barat 318.212.692 000 314.169.852.65) 314.169.852.69(0 98,73
14/Kalimantan Tengah 175.268.777.000 170.753.078.295 7.366.800) 170.745.711.494 5742
15)Kalimantan Selatan 224.380.268 000 218.953.813.132 12.710255 218.936.102.877 97,57
16)Kalimantan Timur 253.316,133.000 247.385.657.136 20,610,000 247.365.047.134 97,65
171Sulawcsi Urara 155.972,5259.00{) 194.526,916,050 184.526.916.06Q 99.26
18]Sulawesi Tengoh 210,021.005.00) 208.586,267.339 412.464.435 208.173.802.904 99,09
19)Sutawesi Sclalan 574,950.173.000) 564.979.653.308 564.979.653.304 98,27
20}Sulawesi Tenppara 195.493.813.0008 194_798.584.4308 38.367.000 194.760.217.430 99,62
2 1{Prop. Maluku 178.143.883.00:X 177.616.973.974 177.616.973.974 99,7
22)Prop, Bali 241.649.754.00{) 235.586.426.197 B868.138.696 238.718.287.501 98.79
23jProp. N.T.B 2§9.708.470.0008 280.477.244.742] 280.477.244.742 96,81
24|Prop. N.T.T 368.573.620.000 364.431.493.610 43.691.800 364.387.801.810 98,86
15|Prop. Papua 213.406.487 004K 203.024,400.7 70} 1,200,000.000 201.824,400.77Q 94,57]
26{Prop. Benpkulu 153.575.764.00{ 149.534.068.31§ 3.098.163 149.530.970.153 97,37
27 1Prep. Maluku Uhara 1563.054.648.000 162_860.505.000 162.860.505.004] 59,88
28)Prop. Banien 580.205.609.000 566.677.618.450 566.677.618.450]1 97,67
29[ Bangka Belitung 06.563220.000 03.105418.303 31131.267.545 92.792.150.758 96.09
30|Prop. Gorontalo 105.947.758.000 107.975.520.968 14,616213 107.964.8904.7569 98.2
31| Kepulauan Riau 107.643.551.00:8 100.723.602.262] 100.723.602.263 93,57
32| Popua Barat $8.503.269.000 §3.845.445.100) 83.845.445.1000 94,74
33|Sulnwesi Baral [00.119.475.000 96,173.340.905 10.364.490 96.162.976.415 96,05
Jumlah Satker Dekon 14.329.298.092.000 14.089.339.690.815 10.953.286.24% 14.078.886.404.566 98,25
Jumlah Total 20.]34.775.231.00d 19.384.774.538.154 11.600.108.6%1 19.373.174.429.463 96,22
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Lampiran 3. Daftar Aktiva Tetap Yang Diserahkan ke Direktorat PMTK.

NO SATUAN KERJA JUMLAH
Direktorat Tenaga Kependidikan |2005 4,922.835.337,00
1|PPPG Bahasa Jakarta 2005 90.055.894.448,00
2|PPPG Kejuruan Jakarta 2005 327.186.729.088,00
3|PPPG Keguruan Jakarta 2005 185.493.611.720,00
4|PPPG Tekneclogi Bandung 2005 217.633.693.342,00
5|PPPG Tertulis Bandung 2005 330.845.995.272,00
| 6|PPPG IPA Bandung 2005 93.833.991.695,00
7|PPPG IPS dan PMP Malang 2005 298.861.476.940,00
8|PPPG Teknologi Medan 2005 419.873.497.758,00
9|PPPG Teknologi Malang 2005 672.651.174.144,00
10{PPPG Matematik Yogyakarta 2005 244.473.948.744,00
11|PPPG Pertanian Clanjur 2005 321.253.333.427,00
12|PPPG Kesenian Yogyakarta 2005 670.308.874.268,00
SUB TOTAL 3.873.472.220.846,00
1|LPMP Prop. Sumatera Utara 20035 214.780.218.624,00
2|LPMP Prop. Riau 2005 106.600.640.768,00
3|LPMP Prop. Jambi 2005 45.413.757.720,00
4|LPMP Prop. Sumatera Selatan 2005 95.217.337.241,00
5}LPMP Prop. Bangka-Belitung 2005 89.128.189.836,00
6jLPMP Prop. Bengkulu 2005 70.594.920.690,00
7|LPMP Prop. Lampung 2005 49.630.741.979,00
8{LPMP Prop. DKI Jakarta 2005 515.296.636.410,00
S{LPMP Prop. Jawa Barat 2005 82.558.740.460,00
10|LPMP Prop. Jawa Tengah 2005 286.706.317.216,00
11|LPMP Prop. DI Yogyakarta 2005 150.172.257.360,00
12|LPMP Prop. Jawa Timur 2005 262.667.492.376,00
13|LPMP Prop. Bali 2005 108.105.569.793,00
14|LPMP Prop. NTT 2005 59.172.483.195,00
15|LPMP Prop. Kalbar 2005 114.482.290.410,00
16|LPMP Prop. Kaltim 2005 54.200.105.288,00
17|LPMP Prop. Kalsel 2005 63.412.443.347,00
18|LPMP Prop. Kalten 2005 102.966.835.881,00
19|LPMP Prop. Sulawesi Utara 2005 46.257.499.044,00
20|LPMP Prop. Sulaweij Tenggara 2005 1.391.521.747,00
21|LPMP Prop. Sulawesi Tengah 2005 73.167.911.460,00
22|LPMP Prop. Sulawesi Selatan 2005 104.479.776.520,00
23|LPMP Prop. Gorontalo 2005 43.110.084.460,00
24|LPMP Prop. Maluku 2005 78.407.743.500,00
25|LPMP Prop. Maluku Utara 2005 111.554.882.600,00
26|LPMP Prop. Papua 2005 169.026.496.674,00

o8 ]
~]

LPMP Prop. NAD

Proses Validasi

18]
co

LPMP Prop. Sumatera Barat

Proses Validasi

N
0

LPMP Prop. Banten

Proses Validasi

W
[

LPMP Prop. Nusa Tenggara Barat

Proses Validasi

SUB TOTAL

3.098.502.894.599,00

TOTAL

6.976.897.950.782,00
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Lampiran 4 Rincian aktiva Tetap.

Petalaian dan Mesin il igas dan

Provinsi Tanch Ged Fwﬁg; dan Aetrn dismsuzan Jaringan Rslietap loiruys Totaf
14,835 000 41,525 60G
158545000 151.840.006
A4 868500 $4.880.00C
44,955,000 4950000
4 57000 4550.000
40BN 84570004
65000 508 43000000
11,485,352 964 877 741 715 2943487 341 21.457 582,585
ThE 013,331 782013.331
5715808 500 5.715.805.660
Sumalern Selalan 2760333339 | 19805 013805 1260418554 1 28211 455663 |  1ED038.05.061
Lampung 492,291,053 281.500.011 774,081.064
{Kaimanian Barat 2.000.000.000 145.000.000 44,925 000 2.189.925,000
Kalirmanian Tengah 44,800,000 44.900.000
Kalimardan Sefatan 22247500 541,906,354 5480 1034336925
Kahimariss Tomg 34767578 81 sl
Sufawesi Lz 44.465 88 44 485.000
Sutzwen Tenagh 42525321 ] 1B1RTER000 ) 11BN ne 115 457,48 2LASIG SR | 1ARSSE00. IR0
{Sulmwes! Seiatun 44 568,000 44068000
Sidnwns! T 3 8T8 4R UG 18180 3477281048
ihahaky 850000 A5500006
24 ZEER B2 iR eaza 500000 7350000 5258218753
NTB £067 384151 1.007.864.15¢
NiT 44 500500 44 500 55
Pamia $I0.750.801 (15260 Y E425 813 1.292 845,408
Henaialy 36250 23625100
Ml larn 45.000.000 45000500
Hlaulen 44521 48B 658 4 GT4587 575 1 AUGI00 1128627346 | 49877 592 579
Belifung 54,553,882, T34 {3.462.100.12 464.955.501 3323856634 | 5£1.845.434.990
sorontalo 46,000,000 45,000,000
Kep, Riay 58874372 989 7.094.863.000 3.250.000 2AB5. 708683 1 15451.954.772
Fapea Baml 113,600,019 112,600,018
Sulgwest Barat 44 050,000 44.950.000
425253211 JES2 Q0463 | M.82447081 44575000 $EIE00007 1 AR H17B0RRIXAN

114

Evaluasi penyusunan..., Koeni Pudyastuti, FE Ul, 2008



Lampiran 5. Daftar barang milik negara untuk kantor pusat.

Jis N S e die

Segifen | DrTKSD | DinSIB | DnSHP | Dir.SWA | Dir.SWK
Tatch 35000, T o S
Pegan a1 Mesi TG00 19577654.280) 11,0082 178 J6075864. 1) 7 5 512706 1L K037 78] 15054155
Persdon & Mesi Sebehan Dsssaln A AT W R
Gedey dn Bargren e T T R T T
Geng g0 Borgaren Sebem s 4 253708l TR0 AN 8085
e, g o e 215 LR IR0
Ase T Loy LN BASE 67 IR
Hunlah AT 10532 10574 TS| 3T A T 20151 1580 08725) 46 7 da et
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Lampiran 6. Daflar ﬁelapora'n BMN Dijen Mandikdasmen tahun 2007 dari Dana Dekonsentrasi.

Ko, Nama Satker dumiah(Rp)
1__ |Dinas Pendidikan Prop. DK! Jakaria 41.525.000
2  |Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat 151,848,{}%'
3 |Dinas Pendidikan Prop. Jawa Tengah 44.880.000!
4 _ |Dinas Pendidikan Prop. D.1, Yogyakarta 44.950.000
5  iDinas Pendidikan Prop, Jawa Timur 44.890.000]
8 iDinas Pendidikan Prop. Nanggroe Acgh Darussalam 840.700.011
7 |Dinas Pendidiken Prop. Sumatera Utaro 45.000.000}
8 Dinas Pendidikan Prop. Sumalera Baral 21.407 582,308
5 |Dinzs Pendidikan Prop. Risu 162.013.331
18 Dings Fendidikan Prop, Jambi §.715.805.600
11 iDdnas Pendidikan Prop. Sumatera Saiatan 150.038.025.081
12 |Dings Pendidiken Prop. Lampung 774.0681.064
13 IDinas Pendidikan Prop. Kalimantan Barat 2.189.825.000
14 [Dinas Pandidikan Prop. Kaimanlan Tergah 44.808.000]
15 IDinas Pendidikan Prop. Kaimanian Selaian 1,084.336.825;
16 [Dinas Pendidikan Prop. Kafimantan Timur 310.767.578
17 iDinas Pendidikan Pran. Sulawes Liare 44.465.000
18 |Dinas Pendidikan Prap. Sulawesi Tengah 175.856.010.172
18 [Dinas Pendidikan Prop. Sulswesi Selatan 42398&000
20 |Dinas Pendidikan Prop. Sutswasi Tenggara &02?25’;.&40[
21 IDinas Pendigikan Prop, Matuku 45.000,0801
22 [IDinas Pendidikan Prop. Bali 5.280.218.763
23  {Dinas Pendidikan Prop. Nuss Tenggara Baral 1.067. 864111
24 iDinas Pandidikan Prop. Nusa Tenagara Timur #4.600.000
25 lbinas Pendidikan Prop. Papua 1.292.645.408
26 |Din2s Pendidikan Frop, Beagikuly 334.625.100
27 |Dinas Pendidikan Prop. Maluky Utara 45.060.060}
28 Jinag Pendidikan Prop. Banten 48 827 552 0781
28 Dinas Pendidikan Prop. Bangka Belitung £1.800.834.980
30 iDinas Pendidikan Prop. Gorontale 45.000.000{
31 |Dinas Pendidikan Prop. Kepulaugn Risu 15.451.254.772
32 GCinas Fendidikan Prop. Papua Barst 113.600.019
33  |Dinas Pendidikan Prop. Sulawssi Barat 44.960.000
TOTAL 542.757.432.124
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INSTRUMEN | Penyusunan Calk TAHUN 2007 DITIEN MANDIKDASMEN

.
SATKER i tecnrcnanan sy vassvass vaesva s sbr s ass s s s o ns s rnr s r st er s s

Penyusunan catatan atas laporan keuangan {Gal.K) mengacu kepada :

a)
b}

G}

Peraturan Pemeriniah Rl Nomor : 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Partietintahan;
Peratuwran Menteri Keuangan Nomor @ 171KMK.05/2007 tentang Sistam
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemetintah Pusat;
Peraturan Oiekiur Jenderal Perbendaharaan Nomor @ PER-24/PE2006
ientang Paiokeanaan Penvusungan Laporan Keuangan
Kemenlerian/lembaga.
Laporan Realisasi Anggaran
A. Pendapatan

i. Realisasi Pendapatan 2.d. 31 Desember 2007

a) Menguraikan secara defait jenis-jenis pendapatan veng lelah
direalisasikan..
b} Membandingkan anlara farget pendspatan dengan realisasinys.
i. Informasi Lainnys ¥
Hal-hal Iain yang periu diinformasikvan secara detail berkaitan dengan
sumber-sumber  pendapaten  khususnya  berkaifan  dengan

penerimaan PNBP.

..............................................................................................................

B. Belania
i. Heplisos Belaia s.d. 31 Desember 2007
a) Menguraikan secara rnti jeni-jenis belanja yang ielah
diregiisasikan.

b} Membangdingkan arfara anggararn belanja dan
realisasinya(penyerapan anggaran)

©)} Menguweikan informasi revisi anggaranr  serla  menjelaskan
tampak vang terfadi akibat adarya revis! tersebul.
. Hambatan dan Kendala

Menguratken hal-hal yang menjadi hambatan dan kendala terjadinya
deviasi olas penyerapan angyaran baik kurang ataupun febih,

..........................................................................................

..........................................................................................

*} Opszional / Jika ada atan dipadokan
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it

Belanis Fisik Barang Non Belaniz Modal

8l Apabila ferdapat belfenja berupa fisik barang tetepi bukan
kefompok akun belanfa modal (Bantuan Sosial), meka periu

diunghapkan dalam CalK

ARui

Lraign

DIPA

Rehab

RKE

Realisasi Belania

usg

Tatal

TOTAL

2. MNersca
A, Kas

{Daftar dapat dibuat pada fembar ersendi )

b} Penjelasan tambahan alas teftar belanja non muodal letapi
berupa fisik barang **

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

..............................................................................................................

.............................................................................................................

Fosial Kas per 31 Desember 2007
8} Saldo kas menurut calatan ¢f Neraca menunjukran posisi kas

yany ada dif Bendahara pads tanggal 37 Desember 2007

b} Saldo kas menurut catatan of Neraca harus didukung dengan

bukdi fisik kas

¢} Baldo kas pada neraca harus diungkapkan secara rinci per PUM

Informasi Lainnya #

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

..............................................................................................................

................................
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B. Persediman
i. Posisi Persediaan per 31 Desember 2007

a} Merupakan jeris aset dalam bertuk barang &lau perlengkaparn
fsupplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud
untuk mendukung keglatan operasion pemerintah dan barang-
barang yany dimaksudkan untuk djust danfatau diserahkan
dalam rargka pelayanan kepada masyarakal.

b} Saldp persediaan menurut catatan of Neraca harus sama dengan
saldo fisik persedissn melald invenlarisasi persedliaan per 30
Juni 2008,

Y Opglonal 7 Hka stie adlaw diperfukan
¢} Nitai persegiaatt yeny ada di Neraca herus diinformasikan
dangan jelas pada CalK berdagarkan jenis, saiuan, volume dan
niainya.
) Saldo Persediaan menuryl calslan df Neraca harss dithiiung
Berita Acara.

ii. Hambatan dan Kendalg *

G, Aktiva Tetap
L Posisl Aktiva Tetap per 31 Desember 2007

a} Merupakan aset berwujud yvang mempunyai masa mantaat lebih
dari 12 bulan unluk digunskan dalam kegisten pemerintahan
atau dimanfaatkan oleh masyarakat ymum.

b} Menguraikan jurrdah mutasi (farmbeh atau kurang) serta informasi
yang menyebabkan teradinys multasi akifvs telap.

¢} Dilakukan rekonsiliasi dengan SIMAK-BMN dan menisiaskan
dalam CalK apabila ads permasalahan serfa penyslesafannya

ii. Hambatan dan Kendsla *
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Pengungkapan Lainnya

Mengungrapkan kejadian-kejatian penting selama periode pelaporan {
fanggal 1 Januari 2007 8.4, 31 Desember 2007, roisainya -

& Penggantian manajemen pada paricde pelaporan.
b) Komitmen atau konlinjensi yang Hdek dapal disajikan pada Neraca

¢) Keladian yang mempunyal dampak sosial.missinya adanya pemogokan
yarg harus ditanggulang pemeriniah,

d} Informasi terhiadap revisi anggsran selama dalam periode izporan serla
darmpak-dampaknya.
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